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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut :  
1. Konsonan  
Huruf 
Arab 







Ba B Be 
 ت
 






es (dengan titik di atas) 
 ج
 
Jim J Je 
 ح
 
Ha H ha (dengan titik di bawah) 
 
 خ
Kha Kh Ka dan ha 
 د
 
Dal D De 
 
 ذ
Zal Z zet (dengan titik di atas) 
 
 ر
Ra R Er 
 
 ز
Zai Z Zet 
 
 ش
Sin S Es 
 
 ظ
Syin Sy Es dan ye 
 
 ص
Sad S es (dengan titik di bawah) 








Ta T te ( dengan titik di bawah) 
 
 ظ
Za Z zet (dengan titik di bawah) 
 ع
 
„ain „ Apostrop terbalik 
 
 غ
Gain G Ge 
 
 ف
Fa F Ef 
 ق
 
Qaf Q Qi 
 
 ك
Kaf K Ka 
 ل
 
Lam L El 
 
 و
Mim M Em 
ٌ 
 
Nun N En 
 و
 
Wau W We 
 
 هـ
Ha H Ha 
    
 Hamzah ‟ Apostop ء
 
 ي
Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A ا َ
 Kasrah I I اِ
 Dammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fathah dan ya Ai a dan i ي
 Fathah dan wau Au a dan u و
Contoh: 
 kaifa :  ؘک۟يؘفَ
ؘَؘه۟وَل    : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 








Fathah dan alif 
atau   ‟ 
  a dan garis di atas 
 Kasrah dan   ‟ I i dan garis di atas ي
 Dammah dan wau   u dan garis di atas ۥو
Contoh: 
 maata :   ياَت
ًؘىََؘر    : ramaa 
ميَ۟لَِ      : qiila 
تَ ۟وَيَ يؘ   : yamuutu 





Transliterasi untuk    m      h ada dua, yaitu:   ‟ m      h yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan   ‟ m      h yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berkahir dengan    m      h diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka    
m      h itu transliterasinya dengan [h]. 
Contoh: 
ضة َ۟وََؘرنََؘِفطَؘ۟اَلاَ۟       : raudah al-atfal 
َةيَؚؚدؘَانىَضهة ََؘفانَ۟    : al-madinah al-fadilah 
ًةحكَ۟انَ۟               : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
 
Contoh: 
ٍؘب ََؘر        : rabbanaa 
اُ َيََ۟جَ ؘ       : najjainaa 
ؘكَ حَ انَ۟       : al-haqq 
َؘىِع َ َ         : nu‟‟im  
وَ دَ عَ        : „aduwwun 
Jika huruf ی ber-tasdid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i ,(ييَ 
Contoh: 
يَ هَِعَ        : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
يَ بَََؘِرعَ     : Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 





Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  (alif 
l m m ‟  if h). Dalam pedoman trasnliterasi ini, kata sandang ditrasnliterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf huruf  syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
ًصَ انشَ       : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ة َن ََنسَ َنسَ ا َ    : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةف َهطَ ف َنَ۟ا َ     : al-falsafah 
دَ ل َبَِنَ۟ا َ        : al-bilaadu 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh: 
ٌ۟وَرَ يَ اَ۟ت َ    :   ‟mu uun  
عَ ۟وَانُ َ      : al-n u‟ 
ءَ يَ۟شَ       : s  i‟un 
تَ رَ۟يَِا َ     : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari  l- u ‟ n), 
alhamdulillah, dan munaqasa. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fizilaal Al- u ‟ n 





  (هللا         -        .9
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mu  f il ih (frase normal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
هللاِد۟يُا   : dinullah  
هللابِا     : billah 
Adapun    m      h di akhir kata yang disandarkan kepada l f   l-j l l h 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
هللاَِةًََِ حََ۟يَرَ فََِىَ۟ه َ  hum fi rahmatilaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menulisakan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inn   ww l    i in wu i‟ linn si l ll  ii  i   kk    mu    k n 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al- u ‟ n 
Nazir al-Din al-Tusi 






Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhir, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Wahid 
Muhammad (bukan: rusyd, abu al-walid muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan  
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
Swt.                               =  su h n h  w        l  
Saw.                              =  s ll ll hu „ l ihi w  s ll m 
a.s.                                 = „ l ihi  l-s l m 
H                                   =  Hijrah 
M                                   =  Masehi 
SM                                 =  Sebelum Masehi 
i.                                     =  Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.                                   =  Wafat tahun 
QS.../...:4                          QS al- aqarah 2:4 atay QS Ali   Imr n 3:4 
HR                                  = Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 
berikut: 
 صفحةَ=              ص
=               دو بدوٌَيكاٌَََََ  
=           صهعى عهيةَوَضهىََهللاَىصا  





 بدوٌََاشرَ=               دٌ
/انىَاذرَِ =              اند اَهانىَاذرَ  


































NAMA   : INDO ESSE 
NIM  : 10200116096 
   JUDUL  : SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO DI 
DESA TOSORA ABAD  XV-XVII PERSPEKTIF 
SIYASAH SYAR'IYYAH 
 
Pokok permasalahan dari skripsi ini  adalah  bagaimana sistem 
pemerintahan  Kerajaan Wajo  di Desa Tosora Abad XV-XVII  pespektif  
Si  s h S   ‟i   h, dan adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana sistem 
pemerintahan pada Kerajaan Wajo pada Abad XV-XVII? 2) Bagaimana 
pemerintahan Kerajaan Wajo perspektif Siyasah Syar'iyy ah? 
Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif 
dengan pendekatanyang digunakan yaitu:  historis, sosial/sosiologis, adapun 
sumber data penelitian ini adalah data primer  dengan wawancara dan data 
sekunder melalui studi  kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Lalu 
teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan  mengurai data-
data secara sistematis dan mudah dipahami dilakukan menggunakan analisis 
kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dari referensi lain 
terkait dengan masalah yang dibahas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kerajaan Wajo merupakan 
Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399, yang juga merupakan Kerajaan 
lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi. Pusat Kerajaan wajo berada di perbukitan 
Tosora, yang dikelilingi dikelilingi oleh lima danau yaitu Danau Latalibolong, 
Danau Lababa, Danau Seppangnge, Danau Latanparu dan Danau JampuE. 
Kelima Danau tersebut terletak pada sebelah barat, selatan dan timur desa 
Tosora sedangkan di sebelah utara adalah perbukitan yang menghubungkan 





Kerajaan Wajo awalnya menganut pemerintahan monarki yang dimana 
kekuasaannya dipegang oleh penguasa (raja/ratu) yang dimana penguasa 
selanjutnya merupakan keturunan dari penguasa sebelumya, namun karena 
berbagai konflik yang terjadi maka bentuk pemerintahan monarki diubah 
menjadi pemerintahan monarki konstitusional dibuktikan dengan adanya 
Undang-Undang Ammana Gappa yang dijadikan sebagai landasan hukum 
bukan hanya Hukum Adat, namun jika dilihat sistem pemerintahan Kerajaan 
Wajo semenjak berada dibawah Kekuasaan Arung Matoa IV 
Puangrimaggalatung berbentuk demokrasi, karena dilihat searah dengan 
ideologi Pancasila. 2) sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo jika ditinjau 
dari persfektif siyasah syar‟iyyah sedikit banyaknya telah sesuai dengan syariat 
Islam, walaupun jika dilihat secara formal tidak dijadikan sebagai landasan 
hukum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum 
Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktek. hukum Islam 
yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, hal itu 
terbukti dengan adanya lembaga yang khusus mengatur masalah agama yaitu 
Parewa Sarak. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada pemerintah, 
baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang berada di 
Kabupaten Wajo, terkhusus di Desa Tosora agar tetap menjaga cagar budaya 
sebagai bukti peninggalan Kerajaan Wajo. 2) Diharapkan kepada  pembaca 
dapat menjadikan penelitian sebagai referensi untuk menambah keilmuan. 3) 
Semoga dengan adanya penelitian ini bisa mengingatkan kembali tentang 
sejarah Kerajaan Wajo khususnya terkait masalah pemerintahan, serta 
mengambil contoh yang baik sebagai acuan dalam menjalankan roda 
pemerintahan yang baik namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di 










A. Latar Belakang Masalah 
Suatu otoritas kekuasaan tentu membutuhkan sosok pemimpin yang benar-
benar mampu mengembangkan dan mempertahankan otoritas kekuasaanya. Sama    
halnya dengan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yaitu kerajaan Wajo, yang 
dimana memilik pemimpin yang mampu memajukan kerajaannya pada masanya. 
Disamping itu tentu pernah pula mengalami masa kemunduran walau pada 
akhirnya bisa kembali memajukan kerajaannya, dan itu tidak lepas dari peran 
pemimpin serta orang-orang yang tau bagamana cara bisa menjayakan kembali 
kerajaannya, tanpa adanya konfik yang terjadi didalammnya. 
Dalam pandangan Islam pemimpin identik disebut sebagai Khalifah yang 
berarti wakil atau pengganti. Kata Khalifah tidak hanya ditunjukkan kepada para 
khalifah sesudah Nabi, tetapi juga ditujukan kepada semua manusia yang ada 
dibumi ini yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk memimpin masyarakatnya, 
yang dimana akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak oleh Allah 
SWT. 
Kata lain yang digunakan yakni Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam 








QS. An-Nisa ayat 135: 
 ِٚ ُْ اَ ْٔفُِضُى ٝ اَ
ٰٓ ٍٰ ْٛ َع ٌَ َٚ  ِ ذَۤاَء ّلِِله َٙ ٌِْمْضِط ُش َٓ ثِب ١ْ ِ ا َّٛ ا لَ ْٛ ُٔ ْٛ ا ُو ْٛ ُٕ َِ َٓ ٰا ب اٌَِّز٠ْ َٙ ٠ٰٰٓب٠َُّ
 ِٓ ٌِذ٠َْ ا َٛ ٌْ ۗب فَََل رَزَّجِعُٛا ا َّ ِٙ ٝ ثِ
ٌٰ ْٚ ُ اَ ْٚ فَِم١ًْشا فَبّلِله َ ْٓ َغ١ًِّٕب ا ْ ٠َُّى َٓ ۚ اِ اْْلَْلَشث١ِْ َٚ
َْ َخج١ًِْشا   ْٛ ٍُ َّ ب رَْع َّ َْ ثِ َ َوب َّْ ّٰللاه ا فَِب ْٛ ْٚ رُْعِشُظ ا اَ ٰٓ  ٛ ٍْ َ ْ ر اِ َٚ ا ۚ  ْٛ ْ رَْعِذٌُ ٜ اَ ٰٓ ٰٛ َٙ ٌْ ا
٥٣١ 
Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 
 
QS. Al-Maidah ayat 8: 
 َِ َٓ ٰا ب اٌَِّز٠ْ َٙ ٍَ ٠ٰٰٓب٠َُّ ْٛ ُْ لَ ُْ َشَٰٕب َُّٕى َِ َْل ٠َْجِش َٚ  
ٌِْمْضِطِۖ ذَۤاَء ثِب َٙ ِ شُ َٓ ّلِِله ١ْ ِ ا َّٛ ا لَ ْٛ ُٔ ْٛ ا ُو ْٛ ُٕ
ب  َّ َ َخج١ِْش ٌۢ ثِ َّْ ّٰللاه َ ۗاِ ارَّمُٛا ّٰللاه َٚ  ِٜۖ ٰٛ ٌٍِزَّْم َٛ اَْلَشُة  ُ٘ ۗا  ْٛ ا ۗاِْعِذٌُ ْٛ ٝ اَْلَّ رَْعِذٌُ
ٰٓ ٍٰ َع
 َْ ْٛ ٍُ َّ  ٨  رَْع
Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 
kamu kerjakan. 
 
Ayat di atas memiliki makna bahwa apabila seorang pemimpin akan 
memutuskan suatu perkara, maka lakukanlah secara adil dan penuh kebenaran, 
dan disini Allah juga memerintahkan kepada masyarakat untuk menaati pemimpin 
mereka 
Selain dalam Al-Qur'an, etika seorang pemimpin yang harus bersikap adil 








 ْٓ ِ َع ٍَ أَْخجََشَٔب َعْجذُ ّٰللاَّ ُٓ َصَلَّ ذُ ْث َّّ َذ ُِ ِٓ َعْجِذ  َدذَّثََٕب  ْٓ ُخج١َِْت ْث َش َع َّ ِٓ ُع ِ ْث ُعج١َِْذ ّٰللاَّ
َُ لَبَي  َصٍَّ َٚ  ِٗ ُ َع١ٍَْ ِ َصٍَّٝ ّٰللاَّ ّٟ ْٓ إٌَّجِ ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ َع ٍُ َع ِٓ َعبِص ْٓ َدْفِص ْث ِٓ َع َّ ْد اٌشَّ
ًَّ إِْلَّ  ََ َْل ِظ ْٛ َ٠ ِٗ ِخ فِٟ ِظٍِّ َِ ََ اٌِْم١َب ْٛ َ٠ ُ ُْ ّٰللاَّ ُٙ َشبةٌّ ََٔشأَ فِٟ َصْجعَخ  ٠ُِظٍُّ َٚ َ  َعبِدي   ب َِ ُ إِ ِظٍُّٗ
ْضِجِذ  َّ ٌْ عٍََّك  فِٟ ا ُِ ٍْجُُٗ  ً  لَ َسُج َٚ َ فِٟ َخََلٍء فَفَبَظْذ َع١َْٕبُٖ  ً  رََوَش ّٰللاَّ َسُج َٚ  ِ ِعجَبدَحِ ّٰللاَّ
بٍي إٌَِٝ َٔ  َّ َج َٚ ِْٕصٍت  َِ َشأَح  رَاُد  ِْ ً  دََعزُْٗ ا َسُج َٚ  ِ ِْ رََذبثَّب فِٟ ّٰللاَّ َسُجََل ب لَبَي إِِّٟٔ َٚ َٙ ْفِض
 ُُٕٗ١ ِّ ب َصَٕعَْذ ٠َ َِ بٌُُٗ  َّ َُ ِش َ٘ب َدزَّٝ َْل رَعٍَْ ً  رََصذََّق ثَِصذَلٍَخ فَأَْخفَب َسُج َٚ  َ  أََخبُف ّٰللاَّ
 
Artinya: 
Abu hurairah r.a: berkata: bersabda nabi saw: ada tujuh macam orang yang 
bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali 
naungan allah: 
"Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. 
Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang 
yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. 
Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka 
menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah 
dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa 
yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada 
allah sendirian hingga mencucurkan air matanya". (buchary, muslim) 
 
Sebelum Indonesia merdeka masyarakat kuno nusantara telah mengenal 
sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di nusantara saat itu 
didirikan oleh pedagang dari negeri tetangga, dan negeri lainnya seperti China, 
India dan Arab. Indonesia pada saat itu menjadi jalur perdagangan yang strategis, 
itu pula yang menjadi salah satu penyebab masuknya Hindu-Budha yang dibawa 
oleh para pedagang, dan menjadi pula cikal bakal berdirinya kerajaan di 
Indonesia. 
Kabupaten wajo yang beribukotakan Sengkang, berada dibagian tengah 







Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk luas wilayahnya adalah 2.504,06 km
2
. 
Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari tahum sebelumnya, dimana 
pada tahun 2004 berjumlah 367,498 jiwa, sedangkan tahun  2008 berjumlah 
380,521 jiwa pada akhir tahun.
1
 
Kabupaten wajo memiliki 14 Kecamatan yang diantaranya yakni, 
Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Belawa, Kecamatan Bola, Kecamatan 
Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Keera, Kecamatan Majauleng, 
Kecamatan Pammana, Kecamatan Penrang, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan 
Sajoanging, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, 
Sedangkan Jumlah desanya berjumlah  142 desa dan 48 kelurahan.
2
 
Asal usul nama Tosora terdapat dalam beberapa versi yang berkembang di 
masyarakat, salah satunya yang mengemukakan bahwa nama Tosora berasal dari 
kata toso Terjemahan melantik dan ra (dari kata ranreng) yaitu gelar seorang raja 
yang berkuasa pada waktu  itu. Namun terlepas dari versi mana yang benar 
tentang asal usul nama Tosora tersebut, menurut Sumber Kronik Lontara 
disebutkan bahwa Tosora sebagai pusat kerajaan wajo pada masa lampau.
3
 Tosora 
dianggap wilayah awal masuknya islam di Kerajaan Wajo, disamping itu juga 
berfungsi sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai 
pusat keagamaan. 
                                                             
       
1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  “kabupaten Wajo”  
http://sulselprov.go,id/pages/des_kab/21 (24 November 2019). 
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Akin Duli, "Peranan Tososra Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI - XIX, 








perihal asal mula dinamai sebagai Wajo, dalam suatu jurnal yang 
mengatakan bahwa wajo berasal dari kata bajo yang berarti pohon besar (pohon 
Bajo), tempat berteduh orang yang memburuh ditempat tersebut, kemudian 
berubah ucapannya menjadi Wajo yang selanjutnya menjadi nama kerajaan, dan 




Data kronik lontara dan dari cerita masyarakat yang beredar disitu di 
jelaskan mengenai sejarah terbentuknya kerajaaan wajo bahwa, Asal mula 
munculnya nama Wajo berawal dari nama sebatang pohon aju wajo yang besar 
dan rindang , yang kemudian dikenal sebagai kerajaan wajo sebagai lanjutan dari 
kerajaan cinnotabi.
5
 Jika di bandingkan kedua pendapat diatas dapat dilihat bahwa 
pendapat yang pertama lebih spesifik membahas mengenai asal mula dinamai 
Kerajaan Wajo, akan tetapi tidak dijelaskan bahwa Kerajaan Wajo merupakan 
lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi. 
Pada masa kerajaan wajo seorang penguasa disebut Batara Wajo 
(raja/pemimpin)  yang umumnya diduduki oleh seorang laki-laki, dia dibantu oleh 
dewan yang disebut Arung Matoa Wajo, dalam menjalankan pemerintahannya 
dibantu oleh Arung Ennenngé atau Petta Ennenngé (enam petinggi) yang 
anggotanya berjumlah tiga orang Padanréng (sekutu, pendamping) dan tiga orang 
Baté Lompo (pemegang panji). Untuk lembaga pimpinan tertinggi  pada kerajaan 
Wajo di bantu oleh Arung Mabbicara yang berfungsi sebagai lembaga pembuat 
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Zubair  “Interaksi Syariah Dan Adat Dalam Naskah Lontara Sukkuna Wajo”  Jurnal Buletin 
Al-Turas. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4297 (24 November 2019). 
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Akin Duli, "Peranan Tososra Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI - XIX, 







Undang-Undang. Ada pula lembaga yang disebut Suro ri Bateng yang anggotanya 
berjumlah tiga orang yang berasal dari 3 wanua (daerah) yang memiliki 3 tugas, 
yaitu untuk menyampaikan hasil permufakatan dan perintah dari Padanreng 
kepada masyarakat, menyampaikan perintah-perintah Bate-Lompo kepada 
masyarakat, dan menyampaikan hasil permufakatan dan perintah dari Petta Wajo. 
Jadi lembaga pemerintahan Tana Wajo berjumlah 40 orang. Bentuk atau struktur 
pemerintahan itu diperkuat oleh tese Mattulada yang dikutip dalam skripsi Andi 
Muhammad Yusuf yang menyatakan bahwa : 
“… Pola kepemimpinan Wajo dapat disebut lebih dekat kepada sistem 
patrimonial yang bersifat tradisional, pada kelompok persekutuan tetapi 
pada pucuk pimpinan yakni Arung Matoa Wajo berlaku pola-pola 
kepemimpinan rasional yang didasarkan kepada kemampuan pribadi dan 
penerimaan dari Perwakilan Masyarakat (secara terbatas)”
6
. 
Salah satu bentuk bentuk kontrak pemerintahan dalam perjanjian antara 
masyarakat Wajo dengan L  P lewo To P lipu‟ yang dalam perjanjian tersebut 




Pada perjanjian antara raja dengan masyarakat Wajo di atas, maka dikatakan 
bahwa kewajiban-kewajiban inti pada Kerajaan Wajo berada di bawah kekuasaan 
raja. Hal itu dikarenakan pada Kerajaan Wajo seorang raja diharapkan bisa 
memenuhi segala kepentingan kerajaan termasuk masyarakatnya, bukan 
sebaliknya, kerajaan melayani kepentingan raja. Jika seorang raja di dapati 
elakukan pelanggaran berat, serta melanggar ade' seperti melakukan tindakan 
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Andi Muhammad Yusuf  “Reproduksi  Status Tradisional dalam Praktik Politik di Kabupaten 
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asusila, maka raja tersebut bisa saja diberhentikan dari jabatannya, bahkan sampai 
di usir dan dibunuh. Berbeda halnya dengan pemerintahan sekarang jika terjadi 
kecurangan, sebagian pemerintah dan masyarakat hanya tutup mata dengan hal 
tersebut. 
Dengan demikian untuk menguak kembali sejarah pembentukan sistem 
pemerintahan pada kerajaan Wajo, maka saya tertarik melakukan suatu penelitian 
dengan judul Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad  
XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyyah 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di Tosora untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan  : 
a) Siyasah syar‟iyyah 
b) Kerajaan Wajo 
2. Deskripsi Fokus 
Supaya tidak terjadi adanya kesalahpahaman dalam memahami serta 
mendefinisikan penelitian ini, maka penulis akan mendisripsikan mengenai 
variable-variabel yang di anggap penting. 
a. Siyasah syar‟iyyah 
Siyasah syar‟iyyah adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga 
kemaslahatan, menegakkan hukum Allah, menjaga etika dan menciptakan 







Si  s h S   ‟i   h ini adalah menghendaki sistem pemerintahan yang islami serta 
menghendaki terciptanya sistem politik yang adil dan berguna bagi kemaslahatan 
umat manusia di segala zaman dan disetiap Negara.
8
 
b. Kerajaan Wajo 
Kerajaan Wajo merupakan Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 
diwilayah yang sekarang ini disebut sebagai Kabupaten Wajo yang berada di 
Sulawesi Selatan. Penguasa pada Kerajaan Wajo disebut “Raja Wajo” yang 
dimana Raja pertamanya bergelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo ini merupakan 
Kerajaan lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi  Raja Cinnnottabi‟ yang mendirikan 
Kerajaan Wajo didampingi oleh ketiga sepupunya yang bernama La Matareng, La 




C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok 
masalah adalah bagaimana sistem pemerintahan kerajaan wajo di desa tosora abad  
XV-XVII perspektif siyasah syar'iyyah? 
Adapun sub-sub masalahnya, sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo pada Abad XV-
XVII? 
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2. Bagaimana pemerintahan Kerajaan Wajo perspektif Siyasah Syar'iyyah? 
D. Kajian Pustaka 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur untuk 
mendeskripsikan masalah yang akan ditelitih oleh penulis yakni sebagai berikut: 
1. Akin Duli dalam jurnal walennae (2010) yang berjudul Peranan Tososra 
Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI - XIX disitu 
dikemukakan mengenai peran Desa Tosora dalam Pemerintahan Kerajaan 
Wajo. akan tetapi tidak membahas secara detail mengenai sistem 
pemerintahan pada Kerajaan Wajo pada Abad Ke XV -  XVII, serta tidak 
dibahas mengenail lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. 
2. zubair (2012) dalam jurnalnya yang berjudul Interaksi Syariah Dan Adat 
Dalam Naskah Lontara Sukkuna Wajo, pada jurnal ini lebih banyak 
membahas mengenai awal masuknya islam pada Kerajaan Wajo, namun 
tidak membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada pada Kerajaan 
Wajo. 
3. Maurice Duverger (1951) dalam bukunya tentang Teori dan Praktek 
Tatanegara yang sudah diterjemahkan ini dijadikan sebagai referesi karena 
memiliki sistem pemilihan yang sama dengan sistem pemilihan yang 
digunakan pada Kerajaan Cinnotabi dengan mengikuti Kerajaan yang 
berlaku di Romawi pada masa pemerintahan Raja- raja Antonius. 
4. Nasruddin (2014) dalam sebuah jurnalnya yang berjudul ”Usaha La 







ini hampir sama dengan yang di bahas dalam jurnal Zubair yang berjudul 
“Interaksi Syariah Dan Adat Dalam Naskah Lontara Sukkuna Wajo”  
namun di jurnal Nasruddin difokuskan pada satu tokoh yang dianggap 
berperan dalam mengislamkan Kerajaan Wajo. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan pada Kerajaan 
Wajo yang berada di Desa Torosa. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pemerintahan Kerajaan Wajo perspektif 
Siyasah Syar'iyyah 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut : 
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan kaitannya dengan sistem pemerintahan. 
b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam menambah 















A. Awal Masuknya Islam di Kerajaan Wajo 
Jejak sejarah masuknya Islam pada Kerajaan Wajo yaitu, bisa dilihat dari 
kedatangan Syekh Djamaluddin  Akbar Alhusaeni pada 1320, Islam di Wajo lebih 
dahulu ada daripada berdirinya Kerajaan Wajo. Pelantikan Batara Wajo yang 
pertama yakni La Tenribali baru dilaksanakan pada 1399 yang menjadi tanda 
didirikannya Kerajaan Wajo. Keberadaan Syekh Djamaluddin  Akbar Alhusaeni 
ini tidak banyak diketahui aktifitasnya karena ketika itu agama Islam belum dianut 
secara resmi di Kerajaan Wajo. Sehingga aktifitas yang dilakukan oleh beliau 
masih sembunyi-sembunyi dan terbatas hanya kepada keluarganya saja serta 
orang-orang yang hidup bertetangga dengan beliau, karena pada saat itu orang-
orang di Wajo menganut kepercayaan yang berlandaskan pada pemujaan arwah 
leluhur atau biasa mereka sebut Dewata Sewwa'e.
10
 
Dalam Lontara Sukkuna Wajo dijelaskan bahwa awal mula kedatangan 
Islam di Wajo yakni berawal ketika Arung Matoa Wajo ke XII La Sangkuru 
Patau Mulajaji menganut agama Islam pada tahun 1610 yang bergelar Sultan 
Abdurrahman. Dia merupakan Raja Wajo pertama yang masuk islam. 
 Adapun usaha yang dilakukan La Sangkuru dalam mengembangkan agama 
Islam pada Kerajaan Wajo, yakni dengan mendatangkan Datu Sulaeman untuk 
memberikan pemahaman serta penjabaran mengenai ajaran agama Islam. Selain 
itu ia membentuk pula petugas sarak yang khusus menangani persoalan kerajaan 
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seperti shalat jumat, peringatan hari-hari besar Islam, kemudian diadakan pula 
pengkaderan petugas sara yang akan ditempatkan di ibukota kerajaan yaitu di 
Tosora. Fasilitas yang didapatkan oleh petugas sarak yaitu bebas dari pajak, 
kududukannya sama dengan kedudukan pemangku adat
11
. 
 Struktur Parewa Sara terdiri dari satu orang Qadhi (Petta KaliE) yaitu Datuk 
Sulaiman, karena Kerajaan Wajo terdiri dari 3 limpo (wilayah) maka struktur 
Parewa Sara pun mengikuti struktur pemerintahan yakni Qadhi memegang 2 
orang Khatib, 2 orang Bilal, 1 Pangulu Limpo dan 1 Amele tiap limpo. Adapun 




 Dalam menjalankan syariat Islam pada Kerajaan Wajo, Datu Sulaeman 
menyesuaikan dengan tradisi, adat, serta sarak yang berlaku agar tidak ada 
pertentangan, dan pada saat itu Datu Sulaiman menjadi Qadhi pertama pada 
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Kerajaan Wajo. Hasil keputusan tidak ada sangkutpautnya dengan raja, terlebih 
jika raja ingin masuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 
 Kedatangan Dato ri Bandang di Wajo adalah untuk melanjutkan penerapan 
ajaran agama islam kepada masyarakat, akan setelah satu tahun lamanya ia 
bermukim di Wajo, terjadi perselisihan antara Dato ri Bandang dan  Petta I Wajo 
dengan Parewa Sarak (Aparat Penegak Hukum Islam), mereka menganggap 
bahwa yang dilakukan oleh Parewa Sarak telah melanggar norma-norma adat 
yang berlaku. Maka Dato ri Bandang melakukan pemecatan kepada para Parewa 
Sarak kemudian mengusulkan kepada Petta I Wajo untuk mengangkat Parewa 
Sarak dari kalangan bangsawan yang mengerti masalah hukum adat.
13
 
 Akomodir syariat terhadap hukum adat sangat diperhatikan para ulama di 
Wajo, terlebih ketika kedatangan ulama yang bernama Syaikh Madinah yang 
berhasil menjadikan wanita Wajo mengenakan kerudung. Dikarenakan Arung 
Matoa juga ingin menaati syariat islam, maka ia membuat suatu kebijakan dengan 




a. Dilarang melakukan sesajian (mapinarakai) pada berhala 
b. Menebang pohon-pohon besar yang dianggap sebagai tempat melakukan 
upacara sesajian 
c. Menghancurkan gubuk-gubuk ritualnya 
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d. Memperlakukan Lili (semacam pemerintah kecamatan) sama halnya 
dengan masyarakat biasa pada umumnya. 
e. Tidak langsung menghukum mati para pencuri sebagaimana yang berlaku 
pada hukum adat, akan tetapi dengan hukuman potong tangan seperti yang 
diberlakukan oleh Lasoso dan Wep ce   ‟ 
f. Menetapkan hukum waris, khusus penerapan hukum waris ini Arung 
Matoa dengan mayarakat Wajo melakukan diskusi yang panjang, hingga 
akhirnya menetapkan bahwa menerima ketentuan hukum adat dalam 
bidang kewarisan, karena perempuan Wajo tidak menerima jika seperdua 
adalah bagian laki-laki, hal ini dikarenakan dalam hukum adat yang 
berlaku di Wajo bagian wanita sama dengan bagian laki-laki. Bersamaan 
dengan keputusan mengenai kewarisan, juga ditetapkan bahwa masalah 
harta pusaka Arung Matoa menginginkan berdasarkan hukum syara.  
 Dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 33  QS. Al-Anfal ayat 75, dan QS. Al-Ahzab ayat 
6 sudah jelas dibahas tentang harta pusaka dan pewarisnya. Akan tetapi perbedaan 
yang paling menonjol antara hukum adat dan hukum syara yang berlaku pada 
Kerajaan Wajo yaitu mengenai pembagian warisan, Namun dalam ajaran agama 
Islam sudah di atur dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 7-14, namun penjelasannya dapat 
dilihat pula pada 
QS. An-Nisaa‟ ayat 176 : 
ب  َٙ ٰٓ اُْخذ  فٍََ  ٗ ٌَ َّٚ ٌَذ   َٚ   ٗ ٍَََ٘ه ١ٌََْش ٌَ ا  ُشؤ  ِْ ِْ ا ٍَِخ ۗاِ
ٍٰ ٌَْى ُْ فِٝ ا ُ ٠ُفْز١ُِْى ًِ ّٰللاه ََٔهۗ لُ ْٛ ُ ِْٔصُف ٠َْضزَْفز







ا ۗ ْٛ ْ رَِعٍُّ ُْ اَ ُ ٌَُى ُٓ ّٰللاه ِٓۗ ٠ُج١َِّ ْٔث١َْ١َ ًُ َدّعِ اْْلُ ثْ ِ ٍزََّوِش  ٍِ َِٔضۤبًء فَ َّٚ َجبًْل  حً ّسِ َٛ ا اِْخ ْٰٓٛ ًِّ َوبُٔ ُ ثِىُ ّٰللاه َٚ  
ٍء عٍَِ  ْٟ ُ  َش  ٥٧١ - ࣖ١ْ
 
Terjemahan: 
mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara 
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu. Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak 
meninggalkan ayah dan anak”
15
. 
Mengenai pembagian warisan dalam hadist tidak di jelaskan secara umum, 
akan tetapi bisa dilihat dari penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya warisan, 
penghalang seseorang mendapatkan warisan, dan berdasarkan golongan . Seperti 
dibawah ini merupakan hadist berdasarkan golongan. 
ًٍ رََوٍش ]اٌجخبسٞ ِٚضٍُ ٚغ١شّ٘ب[ ٌَٝ َسُج ْٚ َ َٛ ِِل ُٙ َٟ فَ ب ثَِم َّ ب فَ َٙ ٍِ ْ٘
َ ٌْفََشائَِط ثِأ ا ا ْٛ ٌِْذمُ  اَ
 
Artinya: 
“Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada 
lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan 
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 ُ أ َٚ  , ٍٓ ِْٕذ اْث ثِ َٚ ٍْٕذ,  ْٟ ثِ ُْٕٗ فِ َٟ هللاُ َع ٍد َسِظ ْٛ ْضعُ َِ  ِٓ ِٓ اْث َع َٚ 
ُّٟ َصٍَّٝ ْخٍذ ــ لََعٝ إٌَّجِ
ب ثَمِ  َِ َٚ ِٓ ــــ  ُث١َْ ٍُّ ٍَخَ اٌث ِّ ِٓ اٌضُّذَُس ـــــ رَْى ثْ ِْلثَِْٕخ اْْلِ َٚ ْثَِٕخ إٌِّْصَف  ٌَِْلِ  َُ َصٍَّ َٚ  ِٗ َٟ هللاُ َع١ٍَْ
ٍِْْلُْخِذ ]سٚاٖ اٌجخبسٞ[  فَ
Artinya: 
“Dari Ibnu Mas‟ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu 
perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak 
perempuan setengah, cucu perempuan seperenam – sebagai penyempurna 





Jika dilihat perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan pada 
Kerajaan Wajo dapat dikatakan bahwa dalam hal ini harta warisan bukan hanya 
sebagai bentuk yang bernilai ekonomis akan tetapi juga non ekonomis yang sangat 
di pengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut, yang dimana 
mengandung pula  nilai-nilai kehormatan yang berlaku di wilayah tersebut. 
Salah satu konsep nilai budaya yang terdapat pada Kerajaan Wajo yang 
dinilai terasimilasi terhadap syariat Islam serta menjadi padoman dalam 
berperilaku pada masyarakat bugis Wajo ialah Pangadereng. Pangadereng itu 
sendiri diartikan sebagai petuah raja-raja atau orang-orang bijak di tanah Bugis 
sekitar abad ke-16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis, seperti yang terdapat pada 
Lontara Latoa mengenai pandangan hidup orang-orang Bugis yang meliputi 
norma keagamaan, budaya, hukum kenegeraan dan sebaginya. Unsur-unsur 
Pangadereng terdiri dari empat hal, yaitu Ade' (adat), Rapang (Yurispuridensi), 
Bicara (Peradilan), dan Wariq (Pelapisan sosial). Namun setelah masuknya Islam, 
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maka empat unsur tersebut di tambah dengan syara' (syariat Islam), sehingga 
unsur-unsur Pangadereng menjadi lima unsur sebagai dampak Islamisasi.
18
 
Syara' merupakan prinsip moral yang ditambahkan setelah masuknya islam 
pada Kerajaan Wajo yang khusus membahas mengenai aturan-aturan tentang 
agama Islam atau syariat Islam, seperti penyunatan, perkawinan, pewarisan, dan 
lain-lain. Di samping tugas-tugas mengadili perkara Islam seperti pewarisan, 
sekaligus qadhi menjadi pendamping raja dan eksekutif pemerintahan lainnya 
dalam status sebagai seorang penasehat, termasuk dalam hal pembicaraan adat. 




A e‟ (adat), sebagian orang mengartikan bahwa ade' dianggap sebagai tata 
tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman kepada masyarakat 
dalam bersikap, dalam menghadapi, menanggapi, dan menciptakan hidup 
kebudayaan, baik ideologis, mental, spiritual, maupun fisik.
20
 A e‟ (adat) dalam 
pranata sosial memiliki beberapa jenis, diantaranya:
21
 
a. A e‟ Pu  on o, yaitu norma yang tetap dan sulit untuk di ubah 
b. A e‟ A i s ng, yaitu norma kebiasaaan 
c. A e‟ M   j , yaitu norma yang dipengaruhi oleh interaksi manusi ataupun 
dari lingkungannya. 
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Hasanuddin, 1979). 
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a. bicara tana (norma yang mengatur aspek-aspek hukum tata Negara), 
norma-norma yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan 
warga negara secara timbal-balik, seperti menentukan atau mengatur 
hubungan status kekeluargaan antarnegara, menentukan aspek-aspek status 
kekeluargaan antara subjek satu dengan subjek lainnya serta menentukan 
pola-pola tingkah laku dalam melakukan hubungan-hubungan tersebut. 
b. Rapang tana (norma yang mengatur pola kehidupan Negara), Norma ini 
menentukan aspek-aspek ideal di dalam pola kehidupan negara, seperti 
etika dan pendidikan politik, ideologi penggerak masyarakat dalam 
kehidupan negara. 
c. siri' tana (norma-norma yang mengatur kedudukan martabat dan harga diri 
serta kepribadian khas negara dan warga negara), Norma ini merupakan 
aspek stabilitator dan dinamisator dalam semua kegiatan negara baik ke 
dalam maupun keluar. 
Konsep siri' setelah kedatangan agama Islam pada Kerajaan Wajo dianggap 
lebih memperkokoh kedudukan si i‟ sebagai lembaga kebudayaan masyarakat, 
karena ajaran si i‟ sejalan dengan ajaran Islam.
23
 Si i‟ menurut beberapa ahli 
memiliki arti yang berbeda-beda, seperti menurut C.H Salam Basyah yang 
mengemukakan bahwa siri‟ adalah rasa malu, daya pendorong untuk 
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membinasakan siapa saja yang menyinggung rasa kehormatan seseorang atau 
daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin.
24
 Sedangkan 
menurut M. Natsir Said mengemukakan bahwa siri‟ adalah perasaan malu yang 




Dari kedua pengertian siri' di atas maka dapat dikatakan bahwa kedua 
pendapat ahli hanya melihat dampak negatif yang biasa ditimbulkan oleh si i‟ 
terutama dalam hal-hal yang melanggar adat, pembunuhan, serta penganiayaan 
tanpa melihat dampak positifnya. 
Jika dikaitkan antara konsep ade', syara', dan siri' ketiga-tiganya saling 
berkaitan serta tidak ditemukan adanya pertentangan, bahkan bisa dikatakan 
perpaduan tiga unsur yang saling menunjang, termasuk dalam konsep ade'  yang 
mengatur megenai penerapan pola hidup beringkah laku, baik yang berkaitan 
dengan pribadi, masyarakat, negara, maupun penciptanya. Konsep syara' 
mengatur tentang keteguhan, kejujuran, kecerdasan, kasih sayang, dan usaha yang 
semuanya ditunjang berdasarkan al-Qur‟an dan sunnah  dalam siri'  mengatur 
mengenai rasa malu baik itu malu pada diri sendiri, maupun kepada sesama 
manusia dan terlebih terhadap Allah SWT sebagai pencipta. 
Dalam menjalankan nilai Pangadereng masyarakat bugis Wajo tentu 
memerlukan sebuah nasehat dari raja-raja atau orang yang dianggap bijak, hal ini 
di maksud sebagai konsep Paseng (pesan atau nasehat) yang bertujuan untuk 
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menguatkan nilai Pangadereng. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang 
Wajo sangat menghormati serta menjunjung tinggi hukum, seperti hak asasi 
manusia, dan pemerintahan yang demokratis.  
B.  Gambaran Umum Kerajaan Wajo 
Kerajaan Wajo merupakan Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399. 
Pusat Kerajaan wajo berada di perbukitan Tosora, yang dikelilingi dikelilingi oleh 
lima danau yaitu Danau Latalibolong, Danau Lababa, Danau Seppangnge, Danau 
Latanparu dan Danau JampuE. Kelima Danau tersebut terletak pada sebelah barat, 
selatan dan timur desa Tosora sedangkan di sebelah utara adalah perbukitan yang 
menghubungkan dengan Desa Cinnongtabi.
26
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Tosora muncul sebagai ibukota kerajaan Wajo pada masa kepemimpinan La 
tenri Lai Tosengngeng sebagai Arung Matoa Wajo XXll yang diperkirakan 
memimpin sekitar tahun 1658-167 dan sekitar abad XVI atau awal abad XVII M. 
lndikasi tersebut terlihat dari keramik dan pola pemukiman yang mengikuti 




Peta Kerajaan Wajo 
 
     Sumber.
29
 
Berikut ini nama raja-raja di Kerajaan Wajo yang pernah memimpin dan 
menjadi sejarah dalam menjayakan Kerajaan Wajo yaitu: 
Beberapa situs-situs bersejarah yang menjadi bukti peninggalan kerajaan 
Wajo yang dijadikan cagar budaya yakni diantaranya:
30
  
                                                             
       
28
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Situs Tosora Sebagai Kawasan Cagar Budaya di 
Kabupaten Wajo (Makassar: Kemendikbud 2012), h. 5-6 
       
29
Andi‟ Zainal Abidin Farid  “Wajo pada Abad XV-XVI Suatu Penggalian Sejarah Terpendam 







1. Mesjid Tua Tosora 
2. Bangunan Gedong (Gudang Amunisi) 
3. Benteng Pertahanan 
4. Peninggalan Makam-makam Kuno 
Terkait kondisi dari cagar budaya tersebut hanya ada beberapa yang 
direnovasi oleh pemerintah, termasuk Mesjid Tua Tosora yang direnovasi pada 
tahun 2015, namun tetap tidak menambah atau mengubah struktur bangunan 
peninggalan Kerajaan Wajo. 
C.  Ruang Lingkup Kerajaan Wajo 
1. Sejarah Terbentuknya Kerajaan Cinnotabi 
Cinnotabi merupakan daerah hutan lebat yang didalamnya masih didiami oleh 
babi hutan, rusa, kerbau dan hewan lainnya. Daerah ini juga di kenal memiliki 
banyak danau kecil yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memancing 
ikan, di samping itu juga memiliki lahan pertanian yang luas.
31
 
Kerajaan Cinnotabi terbentuk secara damai. Raja pertama Kerajaan Cinnotabi 
ini tidak dikatakan sebagai to manurung atau yang lebih dikenal sebagai manusia 
ajaib yang turun dari langit atau dari lautan, dan biasa pula berasal dari bambu-
bambu. 
Cerita lain yang menjelaskan mengenai pembentukan Kerajaan Cinnotabi 
yang bersifat mistis yaitu mengatakan bahwa di suatu hari ada seorang laki-laki 
                                                                                                                                                                       
       
30
 https://desatosora.co.id/sejarah/ (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020) 
       
31
Wahyuddin Halim, Eksplorasi Atas Praktik dan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kerajaan Wajo 
Abad ke 15-16 dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Demokrasi Modern, Jurnal Masyarakat dan 







dari daerah bawah daerah Boli bersama istrinya, akan tetapi tidak diketahui 
namanya dan hanya di panggil sebagai I Tomato. Penduduk di daerah Boli 
mengangkat laki-laki tersebut sebagai kepala daerahnya, karena dianggap sebagai 
laki-laki ajaib. Kemudian diberi nama Pongengkae (manusia pertama, ia memiliki 
tiga putra La Pongkang beserta penduduk yang kemudian datang membentuk 
perkampungan baru di sekitaran daerah Boli yakni diantaranya, Majauleng, 
Sabbangparu, Takkalalla, Sajoanging. Dari keturunan perawinan antara manusia 
dari langit dan turunan manusia dari daerah bawah, maka lahirlah We‟ Tenrisui 
yang menjadi Arung Cinnotabi setelah ayahnya meninggal (kembali ke langit).
32
 
2. Sistem Pemerintahan  Kerajaan Cinnotabi 
Kerajaan Cinnotabi didirikan oleh seseorang yang bernama La Paukke yang 
pertama kali membentuk sebuah perkampungan di Cinnotabi, La Paukke 
kemudian menjadi raja pertama pada Kerajaan Cinnotabi. Sepeninggal La Paukke 
ia digantikan oleh putrinya bernama We Panangngareng yang menikah dengan 
Arung Sajoanging yang bernama La Matatikka yang membantu menjalankan 
pemerintahan di Kerajaan Cinnotabi. Setelah We Panangngareng meninggal ia 
kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama We Tenri Sui sebagai Arung 
Cinnotabi yang ketiga. Sama seperti ibunya We Tenri Sui menikah dengan La 
Rajangllangi Arung Babaue yang juga membantu menjalankan pemerintahan.
33
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Pada masa pemerintahan La Rajangllangi wilayah Cinnotabi dibagi menjadi 
4 limpo (wilayah) yaitu: Cinnotabi, Majauleng, Sabbangparu dan Takkalalla yang 
dipandang sebagai keluarga besar. Untuk mengatur pemerintahan ia menetapkan 4 
orang yang diberi gelar "Matoa Pabbicara" (Pembicara yang dituakan). Kemudian 
untuk pertama kalinya diadakan perjanjian antara raja dengan seluruh 
masyarakatnya yang diwakili oleh Matoa Pabbicara. Perjanjian itu disebut 
"Perjanjian Cinnotabi" yang isinya adalah:
34
 
mkidai mtow pbicrea lao ri aru cinotbi . 
1. slipuri tEmcikEkE . (salipuri temmacekke') Selimuti kami supaya tidak 
dingin 
2. doGiri tEmtipEkE . (dongiri temmatippekeng) jagalah kami seperti 
halnya menjaga burung pipit 
3. teRerakE aslkE . (tanrereakeng asalakkeng) sanggahilah kesalahan kami 
4. alki atoGEkE . (alakki atongekeng) berikanlah kebenaran 
kami/kemerdekaan kami 
5. wrEkEGEkEi amredkGEkEi . (warekkengekeng amaradekangekkeng) 
genggamlah hak-hak kemerdekaan kami 
6. asEriykE abiyskE . (asseriakeng abiasakkeng) kuatkanlah kebiasaan 
kami. 
Makna dari isi perjanjian diatas adalah raja wajib menjaga hak-hak 
kebebasan masyarakatnya, dan dapat mempersatukan masyarakatnya. 
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La Rajangllangi Mereka memiliki tiga orang putra yang bernama La 
Patiroi, La Pawawoi, La Patongai. Yang menjadi pewaris di Kerajaan Cnnottabi' 
adalah La Patiroi. Pada masa pemerintahan La Patiroi ia dikenal bijak, ketika 
ingin mengambil keputusan harus melalui pertemuan atau musyawarah dengan 
tokoh-tokoh masyarakat. La Patiroi memiliki dua orang anak yang bernama La 
Tenribali dan La Tenritippe'. kedua anaknya dikenal cerdas dan baik, sehingga 
sepeninggal La Patiroi masyarakat tidak tau harus memilih yang mana diantara 
keduanya yang akan dijadikan raja. Kemudian masyarakat sepakat untuk 
mengangkat keduanya sebagai raja. Namun sekitar kurang lebih 2 tahun bertahan 
mulai ada masalah, raja memutuskan suatu perkara tanpa mendengarkan 
keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan tanpa meminta 
keterangan dari saksi. Sehingga putra dari La Patongai yang juga sepupu sekali 
Arung Cinnotabi yang bernama La Tenritau, La Tenripekka, dan La Matareng 
melakukan pergerakan dan menginformasikan kepada masyarakat Cinnotabi 
untuk meninggalkan Kerajaan Cinnotabi, karena ditakutkan bala bencana datang. 
Dengan sendirinya Kerajaan Cinnotabi ditinggalkan oleh masyarakatnya dengan 
tujuan ke Boli dan pada akhirnya Kerajaan Cinnotabi runtuh.
35
 
Jadi dapat dikatakan masyarakat Cinnotabi pada saat itu sudah tau konsep 
bernegara bahwa Negara runtuh apabila salah satu diantara unsur Negara ada yang 
tidak terpenuhi. Pemerintahan pada Kerajaan Cinnotabi menganut sistem kolegial 
yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa pihak yang 
berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan 
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musyawarah untuk mencapai pemungutan suara atau mufakat, dengan 
mengedepankan semangat keberasamaan. 
Berikut ini nama Arung Cinnottabi yang pernah memerintah di Kerajaan 
Cinnotabi yaitu: 
1. La Paukke 
2. We Panangngareng 
3. We Tenrisui 
4. La Patiroi 
5. La Tenribali dan La Tenritippe 
3. Runtuhnya Kerajaan Cinnotabi 
Melemahnya Kerajaan Cinnotabi berawal dari konflik antara La Tenribali dan 
L   en i ippe‟ bermula ketika perampasan wewenang M  o  P ‟ ic    yang 
dilakukan oleh L  Ten i ippe‟ diamana pada saat itu ia melakukan proses 
mengadili tanpa pemeriksaan salah satu pihak, dan tanpa kehadiran Matoa 
P ‟ ic    serta La Tenribali. hal itu kemudian mengundang emosi para 
masyarakat Cinnotabi yang menyatakan bahwa perbuatan  L   en i ippe‟ adalah 
perbuatan tercela dan menganggap hal itu melanggar hak kebebasan 




Dari peristiwa tersebut masyarakat Cinnotabi banyak yang meninggalkan 
daerah Boli, akan tetapi bukan hanya karena persoalan raja mereka tetapi juga ada 
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sebab-sebab lain yang menjadi alasan masyarakat Cinnotabi meninggalkan 
daerahnya diantaranya, Sangiaseri (panen padi) yang tidak kunjung datang, serta 
banyaknya binatang-binatang pengganggu yang merusak tanaman. Hal tersebut 
diyakini oleh masyarakat Cinnotabi bahwa ada hubungannya dengan tingkah laku 
buruk yang dilakukan oleh raja, sehingga malapetaka menimpah masyarakatnya. 
Setelah melihat bahwa L  Ten i ippe‟ tidak mampu menjalankan amanah yang 
diberikan kepadanya dengan baik, maka ketiga orang kepala Limpo di Boli dan 
para Matoa Memilih La Tenribali sebagai Arung Mataesso (Raja Matahari) di 
Boli untuk memerintah dan mengayomi masyarakat serta menjalankan kembali 
hukum adat yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Arung Cinnotabi, 
termasuk hak-hak asasi manusia, di samping itu La Tenribali juga mengusulkan 
bahwa hukum adat yang sudah ditetapkan dahulu diakui sebagai hukum yang 
tidak boleh di ubah lagi.
37
 
4. Proses Pengangkatan Raja 
Raja wajo pertama bergelar Batara Wajo, akan tetapi tidak dengan mudah 
didapatkan gelar tesebut. L  Ten i ippe‟ sebagai seorang raja yang saat itu 
berdiam di wilayah Penrang dan berhasil membuka lahan pertanian seperti sawah 
dan ladang, berencana memdirikan sebuah Kerajaan Penrang. La Tenritau, La 
Tenripekka, dan La Matarang yang merupakan sepupu dari L  Ten i ippe‟ 
sekaligus yang sering menasehatinya ketika ia masih menjadi Raja Cinnotabi, 
mereka bertiga kemudian mengumpulkan penduduk dari Lipu‟ Tellu K ju   ‟e 
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yang berada di Boli untuk membicarakan pengangkatan Raja yang akan 
memerintah negeri gabungan mereka. Pemutusan Raja tersebut dilakukan secara 
musyawarah yang dihadiri oleh petuah-petuah yang ada di Boli serta para pemuka 
masyarakat, kemudian dari hasil kesepakatan dan suara dari masyarakat maka 
diputuskan bahwa La Tenribali  yang dianggap mampu mengayomi masyarakat 




Dari gambaran singkat mengenai proses pengangkatan Raja di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa, Kerajaan Wajo dipilih  secara demokratis atas hasil 
musyawarah masyarakatnya serta pemangku adat. Akan tetapi pemilihan Batara  
atau Matoa Wajo  bukan hanya berasal dari Kerajaan Wajo saja, tetapi bisa juga 
berasal dari Kerajaan Tetangga jika memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. 
5. Masa kejayaan Kerajaan Wajo 
Masa kejayaan Kerajaan Wajo bermula dari adanya perubahan secara 
struktural pasca perjanjian Lapadeppa yang berisi mengenai pengakuan tentang 
hak-hak kemerdekaan orang wajo. Posisi Batara Wajo yang saat itu bersifat 
monarki absolut diganti menjadi Arung Matoa yang bersifat monarki 
konstitusional. 
Puncak masa keemasan Kerajaan Wajo dibawah pemerintahan 
Latadangpare Puangrimaggalatung, dimana saat itu Wajo menjadi bagian dari 
anggota Persekutuan Tellumpoccoe sebagai saudara tengah, Bone saat itu sebagai 
saudara tua, dan Soppeng sebagai saudara bungsu. Hal itu dikarenakan 
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Latadangpare Puangrimaggalatung selalu mengatakan bahwa hal-hal yang 
membuat hakim berumur panjang ialah yang jujur dan mengadili dirinya sediri., 
yang disebut dengan mengadili dirinya sendiri adalah mengadili pikirannya, 
mengadili kata-katanya, mengadili perbuatannya, mengadili penglihatannya dan 
bersedia mempertahankannya, serta bisa menaati dan menyuruh orang lain 
menaatinya. Dari kecerdasanya  dan sifat baiknya itulah yang membuat Kerajaan 
Wajo dibawah kepemimpinannya berjaya. 
Persekutuan yang terjadi antara Wajo, Bone, dengan Soppeng secara tidak 
langsung ada keterlibatan dengan Rumpa‟na Wajo. Seperti ketika kekalahan  one 
melawan Kompeni hal tersebut juga menjadi tanggung jawab Wajo yang harus 
membayar denda perang dengan kompeni dan menandatangani Korte Verklaring 
(perjanjian pendek). 
D. Teori Siyasah Syar'iyyah 
1. Pengertian Siyasah Syar'iyyah  
Siyasah Syar'iyyah pada dasarnya dimaksudkan pula sebagai sistem 
pemerintahan yang berasaskan hukum  syarak atau politik syariah. Menurut Imam 
Al-Ghazali, Siyasah Syar'iyyah merupakan sistem pemerintahan yang paling 
sempurna, karena sistem pemerintahan ini dapat menjamin keamanan dan 








Sejarah Siyasah Syar'iyyah yakni suatu proses kebijaksanaan yang ada pada 
diri seseorang dalam mengurus serta menyusun strategi perjuangannya, untuk 
menguasai politik dalam masyarakat pada sebuah Negara.
39
 
Sejarah Siyasah Syar'iyyah itu sendiri menjelaskan perihal kebijaksanaan 
seseorang dalam memperoleh kekuasaan dengan mengikuti petunjuk Allah SWT 
menjadi pemimpin untuk masyarakat dan Negara Islam.
40
 
Istilah Si  s h S   ‟i  h terdiri dari dua kata yaitu Siyasah dan S   ‟i   h. 
Siyasah berasal dari bahasa Arab yaitu:  
ُس  –َصبَس  ْٛ  ِص١َبَصخً  –٠َُض
Terjemahan: 
"Mengatur kaum; memerintah dan memimpinnya". 
Secara etimologi kata as Siyasah berarti pemerintahan, pengambilan 
keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan serta 
arti-arti lainnya.
41
 Siyasah bertujuan untuk mengatur, mengurus, serta membuat 
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
42
 
Sedangkan secara terminologi definisi Siyasah  banyak dikemukakan oleh 
para yuris Islam dua diantaranya sebagai berikut: 
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Ibnu Manzhur mendefinisikan, Siyasah adalah mengatur serta memimpin 
sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
43
 
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Husein Fauzy al-Najjar yang  
mendefinisikan, Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 




Istilah S   ‟i   h berasal dari kata Syariah yang secara etimologi berarti 
“jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”  atau “tempat mengalir 
air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang.
45
 
Secara etimologi siyasah syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟ yang berarti 
sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang 
bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan 




Berikut ini beberapa definisi Si  s h S   ‟i  h menurut para ulama fiqh 
yakni sebagai berikut: 
Ulama madzhab Hambali  Imam Abul Wafa‟ Ibnu „Aqil Al-Mishri 
menyatakan Siyasah Syar‟iyah adalah: 
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َْ فِْعَلً  ب َوب َِ ١َبَصخُ  ُْ اٌّضِ ٌَ ْ إِ َٚ ٌْفََضبِد  ِٓ ا أَثْعَذَ َع َٚ عَُٗ إٌَّبُس أَلَْشَة إٌَِٝ اٌصََّلَحِ  َِ  ُْ ٠َُىٛ
  ٟ ْد َٚ  ِٗ ْلَ ََٔزَي ثِ َٚ ُصُٛي ملسو هيلع هللا ىلص   ٠ََعْعُٗ اٌشَّ
Artinya: 
Siyasah adalah tindakan yang membuat masyarakat lebih dekat kepada 
keshalihan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut 
tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw dan tidak pernah ada wahyu 
(dalil Al-Qur‟an atau hadits) yang turun tentangnya.” (Ibnu Qayyim Al-
Jauziyah, At-Thuruq Al-Hukmiyah fis Siyasiyah As-Syar’iyah, hlm. 
29) 
 
Ulama madzhab Hanafi, Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Mishri 
menyatakan Si  s h S   ‟i  h adalah: 
 ْ إِ َٚ َ٘ب ،  ْصٍََذٍخ ٠ََشا َّ ٌِ  ُِ ٌَْذبِو ْٓ ا ِ ٍء  ْٟ ًُ َش َٟ فِْع ِ٘ ١َبَصخَ  َّْ اٌّضِ
َ٘بَُٕ٘ب أَ  ُْ ِٙ ِ ُش َوََل ِ٘ َظب َٚ
 ٌّٟ ً  ُجْزئِ ١ ٌِ ًِ دَ ٌَِه اٌِْفْع َ ُْ ٠َِشدْ ثِز ٌَ 
:Artinya 
Lahiriah ungkapan para ulama di sini menunjukkan bahwa siyasah 
adalah penguasa melakukan suatu tindakan untuk meraih sesuatu yang ia 
anggap bermaslahat, meskipun tindakan tersebut tidak memiliki dalil 
secara khusus (dalil juz‟i).” (Ibnu Nujaim Al-Hanafi, Al-Bahr Ar-Raiq 
Syarh Kanzid Daqaiq, 5/18 
 
Pengertian Si  s h S   ‟i  h dipertegas rumusannya oleh Abdurrahman 
Taj, dengan menjelaskan bahwa: 
ٚلعبئٙب  عٙب٠اِلدىبَ ٚاٌزصشفبد اٌزٟ رذثش ثٙب شئْٛ اِلِخ فٟ دىِٛبرٙب ٚرشش




Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam 
urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan 







sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan 
internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat. 
Secara keilmuan si  s h s   ‟i   h disebut dengan fiqh siyasah yang berarti 
ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, 




Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat 
ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya 
b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, Terjemahan kemaslahatan itu 
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan 
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat; dan menghindarkan mudarat. 
c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 




Setelah diuraikan definisi dari kata Siyasah dan Syar'iyyah dan melihat dari 
beberapa pendapat di atas, maka dapat di disimpulkan bahwa Siyasah Syar'iyyah 
merupakan kewenangan pemerintah atau pemimpin untuk melaksanakan 
kebijakan-kebijakan politik mengenai urusan masalah ketatanegaraan yang 
berdasarkan syariat, walaupun tidak terdapat dalil-dalil khusus yang mengatur 
mengenai setiap kebijakan tersebut 
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1. Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyyah 
Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan 
sebagainya. sedangkan prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang 
menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. 




a) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah 
Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT semata-
mata. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan mengenai 
kedaulatan Tuhan ini pada akhirnya akan menyakini bahwa Allah 




b) Prinsip Musyawarah 
kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggota dalam masyarakat  
menjadi latar belakang munculnya konflik yang dapat memicu 
perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan 




c) Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia 
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Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi yaitu dengan 
tujuan yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia 
baik berupa materiil, spiritual, individual maupun sosial. Prinsip 
perlindungan terhadap hak asasi manusia meliputi, perlindungan terhadap 
Agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.
52
 
d) Prinsip Persamaan 
Allah SWT memandang manusia sama tanpa membedakan atribut apapun, 
karena sejatinya semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari 
Adam dan Hawa. 
e) Prinsip Ketaatan Masyarakat 
Berdasarkan kesepakatan para ulama, tentang kewajiban masyarakat untuk 
taat kepada pemimpin. Namun, terdapat perbedaan penafsiran mengenai 
makna “ulil amri”. Umat Islam tetap meyakini Allah SWT sebagai 




f) Prinsip Keadilan 
Makna kebaikan menurut Quraish Shihab di bagi menjadi empat 
diantaranya, adil Terjemahan (sama dalam hak), adil dalam arti seimbang 
(proporsional), adil berarti memberikan hak kepada yang berhak 
(pemiliknya), adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.
54
 
g) Prinsip Peradilan Bebas 
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Selaku pemutusan perkara maksud dari bebas bukan hanya dari pengaruh 
eksternal, tetapi juga bebas dari pengaruh internal. Hakim seharusnya alim 
bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam semua 




h) Prinsip Perdamaian 
Suasana yang damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani 
kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, ajaran Islam memuat 
aturan mengenai pergaulan antar sesama manusia, dengan menghilangkan 
sebab-sebab yang dapat menimbulkan perselisihan dan petikaian.
56
 
i) Prinsip Kesejahteraan 
Prinsip kesejahteraan menurut Tahir Azhary yaitu bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh 
masyarakat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau 
kebendaan serta mencakup kebutuhan spiritual bagi seluruh masyarakat. 
Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan 
menghilangkan perbedaan ekonomi dan sosial di antara anggota 
masyarakat.
57
 Dalam hal ini Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan 
diri dalam perekonomian masyarakat, dan merupakan salah satu kewajiban 
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2. Kedudukan Siyasah Syar'iyyah 
Siyasah Syar'iyyah berarti politik islam menurut ajaran syari‟at  atau dapat 
diartikan bahwa yang membahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam yang 
otoritas pemerintah melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan 
dalam mencapai kemaslahatan, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu yang menjelskan. sedangkan 
jika dilihat dari pengertian fiqh yang membahas mengenai ilmu tentang hukum-
hukum syara‟ yang berkaitan dengan perbuatan dari dalil-dalilnya yang rinci, hasil 
dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur‟an 
dan Hadis. Jika dilihat dari pengertian di atas dapat dibandingkan bahwa Siyasah 
Syar'iyyah lebih terbuka atau dinamis daripada fiqih dalam menerima 
perkembangan dan perbedaan pendapat.
59
 
Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam 
dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, bahwa hukum Islam selalu 
diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia yaitu: 
a) Hubungan manusia dengan Tuhannya 
b) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 
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c) Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.60 
Sedangkan secara global hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian 
pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya 
(„ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan 
masalah-masalah keduniaan secara umum (mu‟amalah). Tatanan yang pertama 
sudah secara tegas, jelas dan tidak mengalami perubahan, tidak membuka peluang 
untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya yaitu segala 
sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuan ini 
dijelaskan secara umum, namun masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 
mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam menegakkan 
ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.
61
 
Dalam Siyasah Syar'iyyah, pemerintah bisa menetapkan hukum secara 
tegas tidak diatur oleh nash, namun berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh 
manusia. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa kedudukan Siyasah Syar'iyyah 
penting, dan memiliki posisi yang statregis untuk merumuskan serta menjalankan 
kebijakan- kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan Muslim khususnya, dan 
juga warga Negara lain umumnya. 
E.  Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyyah 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh 
Siyasah (Si  s h S   ‟i   h). Di antaranya ada yang menetapkan tiga sampai 
empat bagian, ada pula yang membagi menjadi lima bagian pembahasan. Bahkan 
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ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh Siyasah (Siyasah 
Syar'iyya)h menjadi delapan bagian, namun perbedaan tersebut hanya bersifat 
teknis. 
Ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:
62
 
a) Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah 
Dus u i   h S   ‟iyyah) 
b) kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Si  s h T s  i‟i   h S   ‟i   h) 
c) kebijaksanaan peradilan (Si  s h    l `i   h S   ‟i   h) 
d) kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Si  s h M li   h S   ‟i   h) 
e) kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah `Idariyyah Syar‟i   h) 
f) kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah 
atau Siyasah Kharijiyyah S   ‟i   h) 
g) politik pelaksanaan undang-undang (Si  s h T nfi  i   h S   ‟i   h) 
h) politik peperangan (Si  s h H   i   h S   ‟i   h). 
Sedangkan menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah 
S   ‟i   h) dibagi menjadi lima bagian, yaitu: 
a) Siyasah Dusturiyyah (mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang 
peraturan perundang-undangan) 
b) Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter) 
c) Siyasah Qadha`iyyah (peradilan) 
d) Siyasah Harbiyyah (hukum perang)  
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e) Siyasah `Idariyyah (asministrasi negara). 
Menurut Abdul Wahhab Khallaf sendiri ia membagi ruang lingkup kajian fiqh 
Si  s h (Si  s h S   ‟i   h) menjadi tiga bagian kajian, yaitu: 
a) Peradilan (Siyasah Qadla' iyyah) 
b) hubungan internasional (Siyasah Dauliyyah) 
c) keuangan negara (Siyasah Maliyyah) 
Pendapat lain mengenai ruang lingkup fiqh siyasah juga di sebutkan oleh 
Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-S   ‟i   h 
yakni sebagai berikut: 
a) Siyasah Qadla`iyyah 
b) Siyasah `Idariyyah 
c) Siyasah Maliyyah 
d) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah. 
Dari beberapa pendapat para ulama di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 
ruang lingkup fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyyah) membahas berbagai bidang yang 
terkait dengan masalah politik dan kenegaraan. Selain itu membahas pula yang 
berhubunngan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara 
lainnya, tata cara pergaulan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun 
saat damai, dan juga membahas mengenai sumber-sumber keuangan Negara. 
 Bagian-bagian ruang lingkup Si  s h S   ‟i   h dapat berbeda-beda antara 
satu Negara Islam dengan Negara Islam lainnya, dan dapat berkembang mengikuti 







dan perkembangan dari Si  s h S   ‟i   h termasuk perbedaaan orientasi politik, 
latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu 

















                                                             
       
63










A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Deskriptif Kualitatif (field 
Research), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, 
dokumentasi, observasi, serta penggambaran mengenai fakta yang terjadi 
dilapangan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sistem 
pemerintahan pada Kerajaan Wajo. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan informasi yang jelas, maka penelitian ini akan dilakukan 
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang berada di Jl. Jenderal 
Ahmad Yani No. 27 Sengkang 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 
sebagai berikut:  
1. Pendekatan Historis 
Pendekatan historis ini menggali informasi dari sumber-sumber mengenai masa 
lampau yang dilakukan secara sistematis. Dapat pula dikatakan pendekatan yang 







kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dimasa lampau dengan 
melihat keadaan yang sebenarnya.
64
 
2. Pendekatan Sosial/Sosiologis 
Pendekatan sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui konsep hukum yang 
diterapkan di masyarakat, pendekatan ini dipakai pada saat mengkaji apakah 
sudah relevan dengan keadaan sosial budaya masyarakat indonesia.
65
 
C. Sumber Data 
 1. Data Primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian 
langsung atau didapatkan dari sumbernya melalui informasi langsung masyarakat 





2. Data Sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui perantara 
atau tidak langsung untuk memperoleh  sumber-sumber yang didapatkan entah itu 
berupa buku yang dipublikasikan maupun data- data yang diperoleh dari instansi 
yang berupa literatur ataupun dokumen yang bisa dijadikan bahan referensi. 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebuah Pengantar (Jakarta: CV Rajawali 1982) 
DAFTAR INFORMAN 
Kepala Bidang Kebudayaan 1 (satu) Orang 
Juru Kunci Mesjid Tua Tosora 1 (satu) Orang 







D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam menunjang pembahasan ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan 
antara lain : 
1. Observasi/Pengamatan  
 Observasi/pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan 
pencatatan secara sistematis terhadap apa yang di jelaskan oleh Kepala bagian 
Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. 
2. Wawancara 
 Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab 
secara lisan antar dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi terkait 
permasalahan yang akan diteliti. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen yang terkait dengan data-data yang menunjang dalam proses 
penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan beberapa orang yang telah yang 
membantu dalam memberikan data atau informasi terkait penelitian. 
4. Pustaka 
 Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data 
yang diperoleh dari perpustakaan ataupun instansi entah itu berupa buku ataupun 
dalam bentuk jurnal. 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrument penelitian ini yang digunakan adalah penelitian sendiri, karena di 







yang digunakan. Akan tetapi sebagai penunjang dalam memperoleh informasi 
peneliti tentu melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. 
 Adapun alat-alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan sebagai dasar untuk 
memperoleh informasi, berupa pertanyaan agar dalam melakukan proses 
wawancara bisa lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan. 
2. Buku dan alat tulis yaitu alat yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang 
dianggap penting terkait hasil percakapan yang dilakukan dengan 
narasumber. 
3. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk memotret jika wawancara 
dilakukan dengan informan. Serta digunakan untuk mengambil gambar 
koleksi dokumen yang sudah ada baik dokumen yang terdahulu maupun 
dokumen terbaru. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data 
Pengelolaan data dilakukan dengan mengumpulkan data terkait gambaran 
lengkap mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian lapangan. 
2. Analisis Data 
Analisis data diartikan sebagai proses dalam mengurai data-data secara 
































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Gambaran umum mengenai wilayah Kabupaten Wajo akan diuraikan meliputi 
kondisi, potensi wilayah, serta kebijaksanaan perwilayahan di Kabupaten Wajo. 
a. Letak Geografis 
Kabupaten Wajo dengan ibukota Sengkang terletak dibagian tengah provinsi 
Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada 
arah Laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 
3o 39‟- 4 o 16‟ LS dan 119o 53‟- 120o BT.  
Gambar 
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Luas wilayahnya Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 km2 atau 4,01% dari 
luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan 
sawah 86.292 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65, 57%). Letak 
wilayah  Kabupaten Wajo berdasarkan geografis terbagi atas 4 batas wilayah yaitu 
utara, timur, selatan dan barat.
67
 
 Sebelah Utara    : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
 Sebelah Timur   : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 
 Sebelah Selatan : Teluk Bone 
 Sebelah Barat    : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 
Secara administratif Kabupaten wajo memiliki 14 Kecamatan, sedangkan 
Jumlah desanya berjumlah  142 desa dan 48 kelurahan.
68
 Masing-masing wilayah 
kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya 
manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatn 
sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan 
pembangunan di wilayahnya. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Wajo tahun 
2020 adalah sebanyak 398,784 jiwa, dengan melihat jumlah penduduk yang 
hampir menembus angka empat ratus ribu jiwa, hal tersebut merupakan potensi 
yang cukup memadai untuk melaksanakan program pembangunan diberbagai 
aspek kehidupan. 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo 
Sumber: BPS Kabupaten Wajo 
b. Topografi 
Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup 
bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar 
wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2% luasnya 
mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84%, sedangkan lahan datar hingga 
bergelombang dengan kemiringan/lereng 3-15% luas 21,116 Ha (8,43%), lahan 
yang berbukit dengan kemiringan/lereng diatas 16-40% luas 13,752 Ha (5,50%) 
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No. KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 
2018 2019 2020 
1. Sabbangparu 26294 26326 26355 
2. Tempe 65914 66461 67009 
3. Pammana 31821 31860 31895 
4. Bola 19768 19792 19814 
5. Takkalalla 21019 21044 21068 
6. Sajoanging 19047 19070 19091 
7. Penrang 15837 15856 15873 
8. Majauleng 31823 31862 31897 
9. Tanasitolo 40035 40081 40123 
10. Belawa 32554 32594 32630 
11. Maniangpajo 16328 16348 16366 
12. Gilireng 11410 11444 11478 
13. Keera 22464 22529 22591 
14. Pitumpanua 42496 42547 42594 








Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas 
permukaan laut dengan perincian sebagai berikut:
70
 
 106 a) 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 % 
 8 – 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 % 
 26 – 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 % 
 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % 
 ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 % 
Kabupaten Wajo juga dikenal memiliki situs purbakala dengan status 
bangunan cagar budaya yang dilindungi Negara yang berada di desa Tosora. Desa 
Tosora merupakan ibukota kerajaan Wajo dimasa lampau, dan sekarang menjadi 
salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Jarak 
Desa Tosora ke Ibukota Kecamatan sekitar 32 km, dan jarak ke Ibukota 
Kabupaten sekitar 15 km. Desa Tosora memiliki wilayah seluas 842 km2 dengan 
populasi penduduk 3.159 jiwa.
71
 
Temuan arkeologis sebagai bukti kehadiran dan kedudukan Tosora dalam 
sejarah Kerajaan Wajo, dapat dilihat dengan adanya peninggalan budaya. 
Peninggalan-peninggalan tersebut banyak yang sudah mengalami kehancuran 
bahkan punah akibat faktor alam maupun manusia. Tempat tersebut dijadikan 
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sebagai kawasan wisata sejarah karena terdapat beberapa peninggalan-
peninggalan Kerajaan Wajo yang kemudian dijadikan dan sebagai cagar budaya.
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d. Visi dan Misi 





Pemerintahan yang bersih dan religius, menuju Wajo sejahtera, berdaya 
saing dan terdepan. 
2. Misi 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi 
yang ingin dicapai dan menguraikan langkah – langkah yang harus dilakukan. 
 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsive, Profesional dan 
bersih 
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan 
 Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, 
dan beriman 
 Meningkatkan konektifitas dan infrastruktur daerah yang berwawasan 
lingkungan 
 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 
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B.  Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XV-XVII 
Dalam menjayakan suatu Kerajan tentu harus memiliki penguasa, begitu 
pula pada Kerajaan Wajo terdapat beberapa raja yang menjadi sejarah perjalanan 
Kerajaan Wajo, dan setiap raja tersebut mempunyai konsep pemerintahan yang  
berbeda-beda. Jika dilihat dari gelar yang diberikan oleh masyarakat pada 
Kerajaan Wajo terdapat 2 pengelompokan, yang pertama yang diberi gelar 
"Batara Wajo" dan yang kedua diberi gelar "Arung Matoa Wajo". 




1. Masa Pemerintahan Batara Wajo 
Awal masa pemerintahan Kerajaan Wajo yang diberi gelar "Batara Wajo" 
yakni  menganut sistem pemerintahan monarki absolut, hal tersebut bermula 
ketika penduduk Lipu-Tellu-Kajuara'e di Boli semakin bertambah, maka La 
Tenritau, La Tenripekka, dan La Matareng mengumpulkan penduduk untuk 
membicaraka mengenai pengangkatan seorang raja untuk memerintah negeri  
gabungan Lipu-Tellu-Kajuara'e, hasil musyawarah memutuskan untuk mengutus 
orang-orang tua di Boli untuk mengundang La Tenribali di Pinrang agar bersedia 
berkunjung ke Boli. 
La Tenribali kemudian datang dengan diiringi oleh para pemuka masyarakat 
Penrang tiba di Boli, bersama orang tua-tua di Boli. La Tenritau', La Tenripekka, 
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dan La Matareng menyampaikan hasil musyawarah orang-orang Boli, yaitu 
mereka sepakat untuk mengangkat La Tenribali menjadi Arung Mataesso (raja 
matahari) di Boli yang bertugas antara lain untuk mengayomi masyarakat Boli 
dengan melaksanakan hukum adat yang pernah dipakai oleh La Patiroi Arung 
Cinnotabi yang diwarisinya dari La Rajangllangi sehingga Cinnotabi jaya. 
Permohonan itu diterima La Tenribali dengan mengusulkan supaya 
perjanjian dan pelantikan diadakan di Majauleng dua hari kemudian yang harus 
dihadiri oleh seluruh penduduk negeri Boli (Lipu-Tellu-Kajuru'e), mulai dari 
anak-anak orang tua dan wanita dewasa. 
La Tennibali menyetujui meneguhkan dan melaksanakan kembali hukum 
adat teradahulu di Cinnotabi dan mengusulkan supaya ditetapkan "ade 
assituruseng" (hukum dari adat yang dibuat atas kehendak bersama) yang dapat 
memakmurkan masyarakat, membesarkan negeri, dan tempat berteduh 
masyarakat. 
Sebelum janji diucapkan oleh La Tenribali, para Ranreng (La Tennitau, La 
Tenripekka dan La Matareng) secara sukarela melepaskan jabatannya masing-
masing sebagai raja. Mereka mengangkat dirinya menjadi Pa'danreng 
(pendamping atau pembantu raja) di tingkat pemerintahan pusat sambil menjadi 
kepala limponya masing-masing yang merupakan kerajaan unitaristis yang 
berotonomi). Jabatan baru mereka adalah :La Tenritau Ma'danreng ri Majauleng, 








Kemudian La Tenaribali mengucapkan janji di bawah sebuah pohon besar 
yang dinamakan pohon bojo berempat di wilayah Majauleng. Perjanjian itu 
disebut “Pe j nji n M j uleng” yang mengatakan bahwa raja dan para pejabat 
kerajaan akan saling nenghormati wewenang" masing-masing dan. para penguasa 
(ranreng) yang mempunyai wilayah kekuasaan akan memimpin para warganya 
tanpa campur tangan yang tidak berwenang; raja dan para pejabat akan menempati 
kedudukan mereka itu; dalam musyawarah harus menimbang sama berat, 
mengukur sama Panjang sebagaimana yang patut bagi semua pejabat kerajaan. 
Para peserta musyawarah harus berpegang pada keadilan dan kebenaran dan 
menempatkan kepentingan umum diatas segala kepentingan pribadi. Ketentuan 
tersebut dinamakan "adat besar raja-raja di Lipu-Tellu- Kajuru'e". 
Setelah mengucapkan janji Petta La Tenribali dengan sepupu-sepupunya 
bersama orang-orang Boli di bawah pohon besar bajo di Majauleng, maka La 
Tenrbali digelar Petta Batara Wajo. Demikian juga Boli diubah menjadi Wajo 
dan negeri Lipu-Tellu-Kajuru'e diganti menjadi Tellu-Turungeng-Lakka. 
Dalam pemerintahan Batara Wajo I La Tenribali menetapkan ade' 




a. ade' maraja (adat besar bagi raja-raja) 
b. ade' abiasang (adat kebiasaan bagi masyarakat) 
                                                             







c. tuppu' (aturan yang mengatur  ingkat-tingkat adat dan hubungan hukum 
antara seorang ayah dan anaknya) 
d. w  i‟ (aturan untuk membedakan hal-hal yang patut dibedakan, seperti 
kelas-kelas masayarakat) 
e. rapang (yurisprudensi) 
jika ada masalah namun belum diatur pada ade' maraja, ade'abiasang, 
tuppu', war, dan rapang, maka raja dan masyarakat mengadakan musyawarah 
untuk menetapkan adat berdasarkan kemauan bersama. 
Dalam bermusyawarah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) orang-orang yang bermusyawarah harus bersih dan suci dalam pandangan. 
Dewata. 
b) jika dicapai kata mufakat, maka keputusan itu dinamakan tidak kuning, 
tidak putih, tidak merah, dan tidak hitam, Terjemahan apa saja yang 
ditetapkan sebagai adat dan digunakan dalam mengatur segala masalah, 
tetapi jika tidak dicapai kata mufakat, maka pendapat yang paling banyak 
pendukungnya dinyatakan menang. 
Tidak diketahui berapa lama La Tenribali memimpin Kerajaan Wajo, lalu ia 
meninggal tanpa menunjuk terlebih dahulu calon penggantinya. 
Setelah jabatan kebataraan kosong, orang-orang Wajo kembali berkumpul di 
bawah pohon bajo besar di Majauleng bersama dengan ketiga Pa'danreng bersama 








Dalam pemerintahan La Mataesso yang penting diketahui adalah nama 
Lipu-Tellu-Kajuru'e diubah menjadi Tellu'e-Turungeng-Lakka dan ketiga Limpo 
yaitu Majauleng diubah menjadi, Bottempola, Sabbamparu diubah manjadi 
Talo'tenreng dan Tekkalalla menjadi Tuwa. Alasan perubahan itu ialah karena 
pada waktu itu orang Wajo hanya memiliki tiga mata pencaharian pokok yaitu 




Batara Wajo II La Mataesso dikenal jujur, tegas dalam menetapkan 
putusannya, sangat suka bermusyawarah. Sehingga Kerajaan Wajo pada saat itu 
semakin besar dan penduduknya semakin bertambah. Disamping itu beliau 
menunjukkan pabbicara (sejenis dengan hakim sekarang) untuk membantu beliau 
dalam memikirkan Kerajaan Wajo kedepannya. La Mataesso tidak diketahui pula 
berapa lama memimpin Kerajaan Wajo. 
Seperti yang telah dikemukakan dahulu oleh La Mataesso bahwa setelah 
Batara Wajo II meninggal dunia yang menggantikannya adalah puteranya sendiri 
yang bernama La Pate'dungi Te Samangllangi sebagai Batara Wajo III, hal 
tersebut sudah di setujui oleh orang Wajo saat melakukan musyawah. Setelah 
Batara Wajo II meninggal dunia orang Wajo sepakat mengangkat puteranya yang 
bernama La Pate'dungi To Samallangi untuk menggantikan ayahnya menjadi 
Batara Wajo III. 
                                                             







Pada saat pemerintahannya masyarakat merasa tidak tentram terutama kaum 
perempuan dikarenakan Batara Wajo sering jalan malam (pallolangpeni) dengan 
alasan menjaga negerinya. Setelah tiga tahun berbuat demikian, barulah orang 
Wajo mengetahui bahwa ia sering menggauli anak gadis dan isteri orang. 
Penduduk saat itu semakin resah, tidak tahu dimana harus mengadukan hal itu, 
karena yang seharusnya mengayomi, melindungi dan menerima keluh kesah 
masyarakatnya adalah raja, tetapi Batara Wajo sendiri yang berprilaku tidak baik 
dan tidak bermoral. 
Segala peringatan dan teguran dari ketiga pa'danreng sama sekali tidak 
didingernya. Satu-satunya yang dianggap tepat untuk menasehati Batara Wajo 
adalah La Tiringeng To Taba Arung Saotanre. Arung Saotanre diberi tugas untuk 
meembela hak-hak sosial masyarakat. 
Berdasarkan hal yang demikian itu maka Arung Saotanre mengumpulkan 
para pa'danreng dan para orang tua-tua di Wajo untuk bermusyawarah, dan  
membicarakan sikap dan perilaku raja yang sangat bejat dan tindakan apa yang 
harus diambil untuk menghadapi Batara Wajo. HasilMussawarah itu memutuskan: 
1. Arung Saotanre menjadi suatu jabatan baru dengan tugas : 
a) mempunyai wewenang,untuk mengangkat dan memecat Batara Wajo 
(raja),  jika telah disetujui oleh orang Wajo 
b) Arung Saotanre tidak boleh dipilih menjadi Batara Wajo (raja). 
c) Arung Saotanre sebagai pembela hak-hak sosial orang Wajo, karena 







2. La Pate'dungi To Samangllangi dipecat dari jabatannya sebagai Batara 
Wajo, dijatuhi pidana "ri paoppangi tanah" (diusir keluar dari Kerajaan 
Wajo), dan bila ia melawan maka ia akan dipidana mati. 
3. Tidak akan mengangkat lagi seorang raja (Batara Wajo), berdasarkan adat 
pewarisan tahta. Orang Wajo akan mengangkat seorang raja yang 
memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
77
 
a) Takut kepada Dewata Yang Esa dan menghormati harkat dan martabat 
manusia 
b) Jujur, tegas, kesatria, dan bertanggung jawab. 
c) Cakap den terampil untuk memajukan kesejahteraan negeri Wajo. 
d) Kaya. 
Demikianlah hasil musayawarah orang-orang Wajo, akan tetapi keputusan 
mengenai pemecatan La Pate'dungi To Samangllangi tinggal putusan, tak ada 
yang berani melaksanakannya. Namun ditengah keresahan masyarakat Wajo, 
tibalah Tadampare dari Bone, dan langsung menemui pamannya arung Saotanre  
La Tedampare. La Tedampare inilah yang kemudian berhasil membunuh La 
Pate'dungi To Samangllangi.  Sama seperti Batara Wajo sebelumnya, tidak 
diketahui lamanya memerintah Kerajaan Wajo. 
Berdasarkan pengalaman pahit di bawah pemerintahan Batara Wajo La 
Pate'dungi To Samangllangi", La Tringeng To Taba bersama para pa'danreng serta 
                                                             







orang-orang Wajo sepakat untuk mengubah sistem pengangkatan raja dan 
mengurangi kekuasan raja. 
Jika dilihat dari masa pemerintahan Batara Wajo mulai dari Batara Wajo I, 
II, dan ke III dapat disimpulkan bahwa struktur Pemerintahan yang diterapkan di 
Kerajaan Wajo pada saat itu sebagai berikut: 
Batara Wajo Penguasa tertinggi (1 orang) 
Paddanreng 
Penguasa wilayah, terdiri dari Bettempola untuk 
Majauleng, Talotenreng untuk Sabbamparu, dan Tuwa 
Arung Mabbicara Aparat Pemerintah (12 orang) 
 
2. Masa Pemerintahan Arung Matoa 
Setelah Batara Wajo III La Pate dungngi To Samangllangi meninggal dunia, 
berakhirlah masa pemerintahan Batara di Wajo. Untuk sementara waktu tugas 
pemerintahan di Wajo dipegang oleh La Tiringeng To Taba Arung Saotanre 
dibantu oleh para. Paddanreng, tugas tersebut terutama untuk menyelesaikan 
pertentangan-pertentangan orang-orang Wajo di dalam maupun diluar negeri 
Wajo, sehingga La Tiringeng To Taba memegang dua jabatan yaitu' Arung di 
Bertempola dan memegang pemrintahan di Lipu Tellue-Turungeng-Lakka. 
 Bentuk dan Struktur Pemerintahan 
"Sebelum Kerajaan Wajo berubah dalam bentuk kerajaan demokratis, 







terjadi"pada masa kerajaan ini dipimpin oleh raja Cinnotabi I sampai III. Dan 
pada masa pemerintahan raja IV ini,"bentuk pemerintahan itu masih belum 
ditinggalkan (pemerintahan kebataraan). Dua masa pemerintahan itu dinilai oleh 
rakyat sebagai masa yang tidak efektif,"sebab sering menyebabkan ketidakadilan 
pada rakyat."Penyebabnya adalah sikap otoriter raja dan termasuk 
ketidakcakapannya dalam menjalankan pemerintahan”. 
”Sejak Kerajaan Wajo memasuki masa Arung matoa, maka sistem monarki 
absolut bergeser ke arah yang lebih baik menjadi sistem pemerintahan monarki 
konstitusional, yang diamana landasan hukumnya disebut sebagai Undang-undang 
Ammana Gappa."Raja tidak lagi dipilih dan ditentukan berdasarkan keturunan, 
melainkan dipilih oleh rakyat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu."Seorang 
pemimpin yang baik harus"merupakan calon pilihan yang memiliki"kemampuan 
di samping syarat-syarat lainnya."Oleh sebab itu, perlu dilakukan perjanjian 
dengan raja terpilih, yang berisikan penghormatan terhadap hak-hak 
rakyat."Perjanjian itu dilakukan oleh ketua kelompok kaum (tiga limpo) yaitu 
Bettempola, Talotenreng, dan Tuwa yang disebut paddanreng atau ranreng".  
"Pejabat lebih rendah lagi, adalah Punggawa sebanyak 3 orang (masing-
masing satu untuk paddanreng), sebelumnya digelar matoa yang mengepalai 
setiap limpo (Majauleng, Sabbangparu, Takkalalla)."Pejabat ini sering pula 
disebut Inanna Tau Megae (ibu dari orang banyak)."Mereka ini menjalankan 
pemerintahan langsung atas rakyat dalam wilayahnya masing-masing dan 







seluruh Kerajaan Wajo. Atau jika ada permufakatan dan keputusan dari Petta 
Wajo, dialah yang meneruskan kepada Arung Lili". 
 
Sistem pemerintahan yang berbentuk pemerintahan demokrasi, dapat dilihat 
pada masa pemerintahan Latadangpare Puangrimaggalatung tahun 1498-1528 
yang fokus dengan segala persoalan yang berrkaitan dengan hukum, ia merupakan 
satu-satunya Arung Matoa yang sangat memperhatikan hukum adat sebelum 
masuknya Islam di Kerajaan Wajo dijadikan sebagai pedoman bermasyarakat dan 
bernegara. Berbeda halnya dengan Arung Matoa lainnya pada abad XV-XVII 
yang lebih memfokuskan pada penguasaan wilayah dan peperangan. 
"Pendapat yang menyimpulkan bahwa Kerajaan Wajo sudah mencerminkan 
bentuk pemerintahan yang berbentuk demokrasi yakni,"Wahyuddin Halim dalam 
juurnalnya yang berjudul"eksplorasi atas praktik dan nilai-nilai demokrasi dalam 
kerajaan wajo abad ke-15/16 dan kompatibilitasnya dengan sistem demokrasi 
modern,"yang mengutip pendapat dari sejarahwan Bugis-Makassar, Patunru 
(1965: 20) yang menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan kerajaan Wajo di 
masa lalu memiliki unsur-unsur berikut": 
1) Aristokratis demokratis 
2) Berketuhanan yang esa (Déwata Séuwaé) 
3) Berkeadilan social 
4) Berprikemanusiaan 







Kelima unsur sistem pemerintahan Wajo di atas jika diperhatikan identik 
dengan sila-sila dalam Pancasila. 
"Fakta unik lainnya dari Kerajaan Wajo dibanding dengan kerajaan-kerajaan 
Bugis-Makassar lainnya adalah bahwa Arung Matoa Wajo"bisa juga dipilih dari 
orang-orang luar Wajo selama dia memenuhi keriteria dan syarat-syarat 
pemilihan."Pada kenyataannya, ada beberapa Arung Matowa yang dinilai sangat 
berhasil dalam memajukan Wajo justru berasal dari kerajaan lain,"seperti La 
Tadampare‟ yang berasal dari Kerajaan  one." 
 Karena dianggap sebagai seorang yang negarawan dan pemerintah yang 




1. Membenahi alat perlengkapan pemerintahan seperti, bendera bate lompo 
sebagai simbol kerajaan yang diganti dengan bendera Anynyarangmpanie. 
2. Dewan Pemerintah Wajo diresmikan dan diberi nama Arung Patappuloe 
(raja empat puluh). Berikut ini merupakan lembaga pemerintahan pada 
Kerajaan Wajo yang terdiri dari: 
a) Arung Matoa Wajo, sebagai ketua  
b) Arung Ennenge atau Petta Ennenge terdiri dari 3 Ranreng  atau 
Paddanreng, serta wakil kepala limpo di masing-masing wanua 
(Talo'tenreng, Tuwa, dan Tuwa), yang bertugas mendampingi Arung 
                                                             







Matoa Wajo dalam Menjalankan pemerintahannya sebagai menteri-
menteri pembantu Arung Matoa Wajo. 
c) Arung Mabbicara terdiri dari 30 orang dengan jumlah 10 orang dari 
masing-masing wanua asal, lembaga Arung Mabbicara ini di anggap 
sebagai parlemen Kerajaan Wajo sebagai lembaga pembuat undang-
undang. 
d) Suro palele toana berjumlah 3 orang pejabat yang masing-masing 
berasal dari ketiga wanua asal, sebagai untuk menyampaikan hasil 
permufakatan dan perintah dari Padanreng kepada rakyat, 
menyampaikan perintah-perintah Bate-Lompo kepada rakyat, dan 
menyampaikan hasil permufakatan dan perintah dari Petta Wajo. 
karena jumlahnya berjumlah 40 orang maka dinamai pula Puang ri Wajo 
(orang yang dipertuan di Wajo) yag memegang kekuasaan tertinggi tentang 
bangunruntuhnya Kerajaan Wajo. 
Berikut ini struktur pemerintahan Wajo berdasarkan wilayahnya, yaitu:
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Sementara itu ada bebrapa jabatan lain yang tidak masuk dalam Arung 
Patappuloe yaitu: 
Arung Bettempola 
Mengangkat dan menurunkan Arung Matoa 
berdasarkan kesepakatan orang Wajo 
Punggawa 
Panglima perang wilayah, bertugas mengantar 
Arung lili ke pejabat Arung Patappulo 
Petta Mancaji'e Staf keprotokolan istana 
 
Latadangpare Puangrimaggalatung sebagai seorang ahli hukum, ia telah 
dgdmeletakkan hukum yang tertinggi dalam masyarakat, adapun ajaran 
hukumnya, yaitu: 
1. Ade' pura onro, yaitu hukum yang telah ada dan telah diketahui lebih dulu, 
dikatakan sebelumnya dan berlaku seterusnya 
2. Ade' abiasang, yaitu hukum kebiasaan 
3. Ade' maraja, yaitu hukum yang berlaku dikalangan bangsawan dan raja-
raja 
4. Ade' assituruseng, yaitu hukum perjanjian atau hukum yang diciptakan 
sebagai hasil persetujuan antara dua belah pihak atau lebih. 
Latadangpare Puang ri Maggalatung menghubungkan dengan filsafat hidup 
yang disebut sulapa eppa yang dihubungkan dengan peradilan dengan 
pengambilan keputusan bahwa ada empat macam hakim (pabbicara), yang perlu 







hakim yang dapat memperbaiki negeri bila kita memperhatikan keputusan apa 
yang diambilnya. 
Adapun tiga di antaranya bila memutuskan perkara yang akan merusak 
tatanan negeri yakni diantaranya: 
a. Hakim yang memutus perkara dengan menggunakan "sifat apinya" adalah 
ibarat hakim memutus perkara berdasarkan amarah atau dendam 
pribadinya. Dikatakan bersifat api, karena api itu gemar berbuat 
melampaui batas dan keburu nafsu dan tidak memperhitungkan akibat-
akibatnya itulah yang merusak negeri. 
b. Hakim yang memutus perkara dengan "sifat angin". Hal ini dimaksudkan 
bahwa hakim memutus perkara dengan penuh perasaan gembira, suka 
menerima barang-barang (suap) dari orang berperkara terutama pada 
malam hari atau dengan sogokan wanita. Angin itu gemar berbuat dengan 
kekerasan tanpa kejujuran jalan apa saja yang terbuka itulah dilaluinya dan 
tidak menentu arah kedatangannya dari barat atau dari timur. Ini juga yang 
akan merusak negeri. 
c. Hakim yang memutus perkara dengan kasih sayang dan kesedihan. Itulah 
hakim yang curang, karena ada hubungan darah atau persahabatan dengan 
yang berperkara. Yang seharusnya bersalah dibenarkan. Orang yang 
demikian yang digunakan adalah "sifat airnya", sebab air itu cerdik pandai 
dan teliti, tetapi tidak jujur, tidak tegas. Kemana tempat yang rendah 








d. Hakim yang memperbaiki negeri adalah hakim "bersifat tanah" yaitu 
hakim yang mempertimbangkan tutur memeriksa dengan teliti, atau 
berbicara dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi, keadaan 
rumah tetangga dan perilaku mereka sehari-hari serta senantiasa 
memperhadapkan hati nuraninya pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila sudah 
bersih pikirannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun barulah ia memutus 
perkara. Itulah hakim yang digerakkan oleh "sifat tanahnya". Tanah itu 
memperhadapkan dan tidak dapat .diperhadapkan, menghimpun dan tidak 
dapat dihimpun, ia tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Yang benar 
akan dibenarkan dan yang salah tetap akan dipersalahkan tanpa 
memandang siapa orangnya. Inilah hakim atau pabbicara yang dapat 
memperbaiki negeri. Pabbicara yang Panjang usianya, disegani, diikuti dan 
dijadikan suri teladan. 




a) Perhatikan tutur katanya 
b) Perhatikan saksi-saksinya 
c) Perhatikan keadaan rumah tangganya 
d) Perhatikan tingkah laku perbuatannya. 
Maksud dari pernyataan-pernyataan diatas adalah dalam mengambil 
keputusan hendaknya kita harus berhati-hati, penelitian harus dilaksanakan 
                                                             







dengan sebaik-baiknya terhadap setiap masalah barulah menjatuhkan putusan 
pada seseorang. 
Apa yang telah dilaksanakan Latadangpare Puangrimaggalatung terkait 
dengan sistem pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang 
dilakukan oleh Kerajaan-kerajaan lain pada saat itu. Jika dilihat prinsip yang 
dikemukakan Latadangpare Puangrimaggalatung ada kesamaan dengan proses 
peradilan sekarang ini. Bagi masyarakat pada Kerajaan Wajo, adat adalah 
pertuanan tertinggi, bukan pada penguasa atau rajanya, jadi secara tidak langsung 
masyarakat harus tunduk dan taat pada adat atau hukum yang berlaku. 
Pada masa pemerintahan raja Cinnotabi sampai masa pemerintahan Batara 
Wajo sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan monarki 
absolut, namun masyarakat menilai sering adanya ketidakadilan bagi masyarakat. 
Hal itu disebabkan karena sikap otoriter raja dan ketidakcakapnya dalam 
menjalankan pemerintahannya, karena adanya protes dari masyarakat maka gelar 
Batara Wajo disepaki di ubah menjadi Arung Matoa, dan sistem pemerintahannya 
pun juga berubah menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional yang 
dimana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku Undang-
Undang yang digunakan pada saat itu disebut sebagai Undang-Undang Ammana 
Gappa. 
Namun jika diperhatikan sistem pemerintahan Kerajaan Wajo semenjak 
berada dibawah kekuasaan Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa ke IV 







Pancasila saat ini, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas 
yang berbeda-beda, hal tersebut masih dilakukan setelah pemilihan Arung Matoa 
baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya 
pemilihan Arung Matoa selanjutnya. 
C. Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo perspektif Siyasah Syar'iyyah 
Berbicara mengenai sistem pemerintahan dalam sejarah agama Islam tentu 
tidak terlepas dari sejarah nabi Muhammad SAW, Menurut Hasan al-Banna 
sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, yang 
menjelaskan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari 
pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, yang melaksanakan kewajiban-
kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, serta 
melaksanakan hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.
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Ummat Islam pada umumnya sudah mempraktekkan beberapa sistem 
pemerintahan yang sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh 
masing-masing ummat, yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (Khalifah 
berdasarkan syura, imamah, monarki dan demokrasi. 
1. Sistem Pemerintahan Khilafah 
Khilafah adalah pemerintahan islam yang tidak dibatasi oleh wilayah 
teritorial, sehingga kekhalifahan islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Pada 
intinya, kekhalifahan adalah kepeminpinan umum yang mengurusi urusan agama 
dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW Ikatan yang 
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mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Dalam bahasa Ibn 
Khaldun, kekhalifahan adalah kepeminpinan umum bagi kaum muslimin  
diseluruh dunia dalam menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul 
dakwah Islam keseluruh dunia.  erdasarkan Ijma‟ Sahabat  wajib hukumnya 
untuk mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah SAW wafat para sahabat telah 
bersepakat sepanjang hidup mereka berkewajiban untuk mendirikan kekhalifahan, 
meski adanya perbedaan pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai 




Istilah ini dipergunakan setelah wafatnya Rasulullah SAW namun jika 
merujuk pada firman Allah SWT: 
اْ  ٰٛٓ  لَبٌُ
ِۖ ١فَخ  ٍِ ًٞ فِٟ ٱِۡلَۡسِض َخ ئَِىِخ إِِّٟٔ َجبِع
ٰٓ ٍَٰ َّ
ٍۡ ٌِ إِۡر لَبَي َسثَُّه  ب َٚ َٙ ٓ ٠ُۡفِضذُ ف١ِ َِ ب  َٙ ًُ ف١ِ أَرَۡجعَ
 َْ ٛ ُّ ب َْل رَۡعٍَ َِ  ُُ ٰٟٓ أَۡعٍَ  لَبَي إِِّٔ
ُس ٌََهِۖ ُٔمَذِّ َٚ ِذَن  ّۡ ُٓ َُٔضجُِّخ ثَِذ َٔۡذ َٚ بَٰٓء  َِ ٠َۡضِفُه ٱٌذِّ َٚ 
 
Artinya: 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat  "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" Mereka berkata, 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" 
Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian 
ketahui.” 
 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa khalifah adalah  pengganti Nabi 
Muhammad SAW dengan menjalankan tugas yang sama yang dianggap sebagai 
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penegak agama dan sebagai pengatur masalah-masalah duniawi dipandang dari 
segi agama yang dimana lembaganya disebut Kekhalifaan dan orang yang 
menjalankannya disebut Khalifah. 
 
2. Imamah 
Selain kata khalifah, konsep kepemimpinan dalam al-Qur‟an juga biasa 
disebut dengan kata Imam. Kata Imam merupakan derivasi dari kata Amma-
Y ‟ummu yang berarti menuju, meneladani. Dalam politik syi‟ah kunci utama 
Imamah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah 
bagian yang esensial dalam mazhab Syi‟ah Imamiyah. Mereka percaya bahwa 
setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui nabi-Nya dan para Imam 
dianggap sebagai pewaris yang sah dari otoritasnya. Bukan dikarenakan mereka 
dari keluarganya, akan tetapi karena mereka merupakan orang-orang yang shaleh 
serta taat kepada Allah SWT dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat 
untuk mengembangkan tingkat kepemimpinan politik agama.
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Abu Zahrah mengemukakan bahwa imamah dan khilafah memiliki 
kesamaan arti, imamah juga disebut khalifah, sebab orang yang menjadi khilafah 
adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang mengerti. Khilafah juga disebut 
imam, sebab para khilafah adalah pemimpin yang wajib di ikuti. 
3. Khalifah Berdasarkan Syura 
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Sistem pemerintahan Islam berdasarkan syura pernah dipraktekkan pada 
masa al-Khulafa al-Rasyidun ketik memerintah Islam dibeberapa kawasan yang 
didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaan. Abu 
Bakar Al-Shiddiq, umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib 
telah menjalankan sistem pemerintahan ini yang dilandasi dengan semanagat 
musyawarah. Ciri yang paling menonjol dari sistem pemerintahan ini terletak pada 
mekanisme musyawarah yang bukan dengan sistem keturunan, karena tidak ada 
satupun dari empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaanya kepada sanak 
kerabatnya. Musyawarah ditempuh dalam menjalankan kekuasaan karena 
dianggap sesuai dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW.
84
  
4. Khilafah Monarki 
Pasca berakhirnya al-Khulafa al-Rasyidun, kekhalifahan dilanjutkan oleh 
khalifah bani Umaiyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah 
pertama ketika Muawiyah melantik putranya yang bernama Yazid sebagai 
khalifah. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura 
digantikan menjadi sistem keturunan atau disebut dengan Negara kerajaan 
(monarki) yang mengikuti sistem yang diberlakukan di Persia dan Romawi. 
Sistem monarki merupakan sistem waris yang dimana kerajaan akan diwarisi oleh 
seorang putra mahkota dari orang tuanya. Sistem monarki juga adalah sistem 
pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasan, yang dimana 
seorang raja berhak menetapkan aturan bagi masyarakatnya. Perkataan raja 
dianggap sebagai undang-undang tertinggi yang harus ditaati, raja memiliki hak 
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khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakatnya, serta raja memiliki kekebalan 
terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraanya tak terbatas. Sistem khilafah 
monarki terus berlanjut hingga kerajaan Islam dipegang oleh Turki Ustmani yang 
berada di Istambul pada 699 H/ 1299 M yang dipimpin oleh Ustman yang 
kemudian dikenal sebagai dinasti Utsmaniyah, maka sejak itulah sistem 




5. Monarki absolut dan Konstitusional 
Monarki absolut adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, 
dimana yang berhak menggantikan raja adalah garis keturunanya, masyarakat 
tidak memiliki hak untuk mengggatikan kekuasaan, serta raja memiliki kekuasaan 
penuh dan mutlak. Akan tetapi ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki 
Konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai Negara 
kerajaan yang kekuasaan seorang raja dibatasi oleh Undang-Undang atura aturan 





Masih pada abad ke-20 perubahan terakhir yang tidak kalah penting yang  
dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938). Atas prakarsa Dinasti Turki 
Usmani yang dihapuskan pada tahun 1922, dan pada tahun 1923 lahirlah sebagai 
gantinya Republik Turki. Kemudian pada tahun 1924 kekuasaan khalifah di 
Istanbul pun dihapuskan. Akhirnya Turki menjadi negara republik yang murni. 
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Dapat dilihat perubahan drastis pemerintahan Islam dari monarkhi konstitusional 
menjadi republik berciri demokratis yang dipimpin oleh seorang presiden.
87
 
Dari kisah di atas kita bisa melihat bagaimana peran sentral tokoh agama 
atau ulama yang berperan dalam negara-negara Islam baik ketika masa 
pemerintahan nabi Muhammad SAW sampai pada masa Kerajaan Islam Turki 
Usmani, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selain sebagai 
pemimpin agama juga sebagai pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan 
yang berbentuk demokrasi ini kedaulata tertingginya dipegang oleh rakyat. 
"Pada sistem pemerintahan kerajaan Wajo setelah masuknya islam 
ditambakan Parewa Sara‟ dalam sistem pemerintahannya yang mengurusi soal 
ajaran agama Islam."Adapun yang terdapat dalam struktur parewa sara, yakni 
sebagai berikut": 
a) Qadhi atau Petta kalie merupakan hakim yang bertugas untuk menguji 
kesusuaian antara regulasi yang berlaku dan syariat islam. Terkadang, 
Qadhi juga mewakili raja arung datu, addatuang) pada kondisi tertentu.  
b) Khatib (puang Katte)  
c) Imam (Puang Imang) bertugas memimpin shalat dan mesjid  
d) Bilal (puang Bilala) yang bertugas untuk adzan  
e) Doja (puang doja) bertugas untuk menjaga kebersihan mesjid  
"Islam kemudian masuk ke Wajo dengan memanfaatkan tradisi-tradisi lama 
masyarakat dan kemudian melakukan kulturasi kebudayaan islam dengan  
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kebudayaan bugis Wajo dalam penerapannya,"sehingga beberapa hal yang 
membuat Islam mudah masuk dalam masyarakat adalah dengan memasukkan 
nilai-nilai islam dalam kebudayaan masyarakat setempat."Contoh dalam 
penerapan kulturasi islam dalam kebudayaan bugis Wajo,"yaitu Telur yang 
dipercayai masyarakat sebagai simbol kehidupan kemudian dimodifikasi dengan 
melakukan Maulid (kelahiran Rasulullah SAW)."Hal ini dilakakukan oleh wali-
wali pada zaman dulu dengan memasukkan telur yang telah direbus kedalam 
mesjid yang kemudian di hias"dan diletakkan dalam sokko‟ atau bura‟ (batang 
pisang) diiringi suara gendang, suara gendang ini disimbolkan sebagai bentuk 
undangan kepada masyarakat untuk masuk ke dalam mesjid,"kemudian 
berdakwah sesuai dengan bahasa masyarakat setempat sehingga mudah dipahami. 
Kemudian kebudayaan lain seperti Barazanji,"pernikahan orang-orang bugis serta 
keris atau badik."Tudang botting untuk badik itu sendiri sebagai simbol 
pertahanan dan passampo siri bagi orang-orang bugis."Badik juga berfungsi 
sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan." 
Apabila sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo ditinjau dari persfektif 
si  s h s   ‟i   h sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, 
walaupun jika dilihat secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, 
karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum Adat, 
namun secara substansi telah tercermin adanya praktek hukum Islam yang sudah 
dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, seperti dalam hal seperti 







Pada dasarnya inti dari Siyasah S   ‟i  h adalah menciptakan kesejahteraan 
bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ajaran 
Islam tidak menentukan tentang penamaan negara atau bentuk Negara, karena 
tidak ada ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi tentang 
negara dan pemerintahan, maka terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk 
mengembangkan, menafsirkan sistem, model serta format negara dan 
pemerintahan yang sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda 

























1. Kerajaan Wajo merupakan Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399, 
yang juga merupakan Kerajaan lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi. Pusat 
Kerajaan wajo berada di perbukitan Tosora, yang dikelilingi dikelilingi 
oleh lima danau yaitu Danau Latalibolong, Danau Lababa, Danau 
Seppangnge, Danau Latanparu dan Danau JampuE. Kelima Danau tersebut 
terletak pada sebelah barat, selatan dan timur desa Tosora sedangkan di 
sebelah utara adalah perbukitan yang menghubungkan dengan Desa 
Cinnongtabi. Pada Abad ke XV-XVII sistem pemerintahan pada Kerajaan 
Wajo awalnya menganut pemerintahan monarki yang dimana 
kekuasaannya dipegang oleh penguasa (raja/ratu) yang dimana penguasa 
selanjutnya merupakan keturunan dari penguasa sebelumya, namun karena 
berbagai konflik yang terjadi maka bentuk pemerintahan monarki diubah 
menjadi pemerintahan monarki konstitusional yang dimana bukan hanya 
Hukum Adat yang di jadikan landasan hukum namun terdapat pula 
Undang-Undang yang disebut sebagai Undang-Undang Ammana Gappa,. 
Kemudian berubah menjadi pemerintahan demokrasi, karena dilihat searah 
dengan ideologi Pancasila. 
2. sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo jika ditinjau dari persfektif 
si  s h s   ‟i   h sedikit banyaknya telah sesuai dengan syariat Islam, 







hukum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan 
Hukum Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktek 
hukum Islam yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya 
sebagian saja, hal itu terbukti dengan adanya lembaga yang khusus 
mengatur masalah agama yaitu Parewa Sarak. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan kepada pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun 
pemerintahan daerah yang berada di Kabupaten Wajo, terkhusus di Desa 
Tosora agar tetap menjaga cagar budaya sebagai bukti peninggalan 
Kerajaan Wajo.  
2. Diharapkan kepada  pembaca dapat menjadikan penelitian sebagai 
referensi untuk m enambah keilmuan.  
3. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa mengingatkan kembali tentang 
sejarah Kerajaan Wajo khususnya terkait masalah pemerintahan, serta 
mengambil contoh yang baik sebagai acuan dalam menjalankan roda 
pemerintahan yang baik namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di 
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Gambar 1.1 Penelitian melakukan observasi pada Mesjid Tua Tosora di Desa 






Gambar 1.2 Penelitian mewawancarai Juru Kunci Mesjid Tua Tosora di Desa 











Gambar 1.3 Penelitian melakukan observasi pada Geddongnge di Desa 
Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo 
 
Gambar 1.4 Penelitian mewawancarai masyarakat di Desa Tellulimpoe 












Gambar 1.5 Penelitian mewawancarai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, sekaligus Sebagai Kepala Yayasan 
Budaya Wajo di Jln. Mesjid Raya No. 6 Sengkang 
 
Gambar 1.6 Penelitian melakukan Observasi pada Makam Arung Matoa IV La 
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